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M O T T O  

Hal orang - orang yang beriman ! jadikanlah kamu orang yang benar-benar 

penega keaditan, menjadi saksi karena Allah biarpun tehadap dirimu sendiri 

atu ibu bapak dan kaumn kerabatmu. Jika ia kKaya atau miskin, maka Allah 

lebih tahu emaslahatannya maka tangan bantu mengikuti hawa nafsu 

arena ingin menyimpang dart kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 

kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesunguhnya Allah adalab 

maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." 

(0.S. An-Nissa: 135) 

Dan Tuhanmu berfirman ; Berdo'alah (mintalah) kepadaku, 

niscaya akan kukabulkan bagirnu (permintaanmu)." 

(0.S. AI Mu'min. 60) 

Sesungguhnya sesudah kesultan itu ada kemudahan." 

(0.S. Alam-Nasyran 6) 
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BAB 

PEND AHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua peraturan yang ada l 

dalam masyarakat ada hukum yang mengaturnya. Dari serua peraturan 

perkawinan yaitu diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. 

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapal keluarga yang bahagia dan 

sejahtera, tetapi seperti kita ketahui didalamn porkarinan tidak sermua ketuarga 

hidup rukun antara suamisistri. Di dalam rumah tangga #tu pasti ada onfli­ 

konflik keluarga khususnya konflik antara suami dan isteri. Dari konflik-konflik 

tersobut perkawinan yang sudah sekian tahun dijalani bisa menimbulkan 

perceraian antara suami dan isteri, bifa perceraian terjadi maka status anal 

dari suami-isteri tersebut harus mempunyai wall. 

Dari masalah perwalian so0rang wali yang melakukan tugas 

menyelenggarakan kepentingan anak yang berada dibawah perwaliannya 

harus benar-benar memperhatikan segala kepentingan ana, agar dalam 

perwalian tersebut dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi sebagaimana 

lazimnya apabila hal itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri. 

Dengan demikian wali dalamn menjalankan lugasnya membimbing, 

memelihara dan menyelenggarakan kepentingan anak harus mempunyai 

itikad baik, agar supaya dalam perwaliannya dalarm segala kepertuan ana# 

menjadi haknya torponuhi, 

Memang tugas wali adalah berat, akan tetapi mulia mengingat bahwa 

dengan menerima tugas yang dibebankan kepadanya, tugas dan tanggun 

1 



jawab vwali meniadi bertambah. la yang seharusnya tidak mempunyai beban 

dan tugas menyeienggarakan kepentingan anak, dimana antaranya dirirye 

dengan anak tersebut mungkin merupaian orang lain, mungin juga anaknya 

sendini yang disebabkan oleh beborapa hal, maka dengan menerima 

pengangkatan sebagai wall, ia harus dan wajib menyelesaikan dan 

menyelenggarakan tugas membimbing dan memellhara anak dibawah 

perwaliannya. 

Perwalian bila ditiriau dari sudut keagamaan adalah perbuatan 

membantu yang sangat terpuii dan disulai Allah karena perwallannya yang 

ada merupakan perbuatan yang selalu dianijurkan dan bahkan ada yang 

diwajibkan dalam ajaranya seperti disebutkan dalam Alqur'an Surat al­ 

Maidah sebagai benikut: 

Dan bantu memnbartulah (tolong menolong) lkamu dalarn mengerjakan 
kebajjikan dan bertaqwalah dan janganlah bantu membantu dalam berbuat 

dosa dan pelonggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksalya." 

Begitu pentingnya peranan wali terhadap anak-anak mala dati latar 

belakang tersebut penulis meriih [udut dalam penulisan skripsi ini ; 

Masalah Yang Timbul Dalam Penetapan Watt Terhadap Ana-Ana 

Akibat Perceraian Orang Tuanya." 

• Identiikast Masalah 

Pembahasan dalam skripsi ini yang berjudut : Masalah Yang Timbut 

Dalamn Penetapan Wal Terhadap Anal-Anak Akibat Perceraian Orang 

) Froyek Pengadaan Kitab Suci A-Cur'an Departemen Agama RI, Al­ 

ur'an dean Torjembahnya, Jakarta, 1982/1983, halaman 157 
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Tuanya, yang menjadi masalah pokok yaitu bagaimana masalah yang tirmbul 

dalarm penetapan wali terhadap anak-anak akibat perceraian orang tuaya. 

Dari masalah pokok diatas dapat dibagi lagi menijadi sub-sub masalah 

sobagai berikut' 

1 Eagaimana putusan dalam penetapan wali terhadap anak dibawah uruf 

akibat perceraian orang tuanya ? 

2. Bagaimnana putusan dalam ponetapan wall terhadap anak yang sudah 

devwasa akibat perceraian orang tuanya ? 

3. Bagaimana status anak angkat bila orang tuanya angkat melakukan 

perceraian ? 

4. Bagaimana pertimbangan hukum dalam sualu putusan terhadap 

penetapan wall terhadap anak akibat perceraian orang tuanya 

C. Pembatasan Masalah 

Berbicara masalah perwalian merupaan hal sangat Iuas ruang 

lingkupnya, karena masalah dapat timbul oleh beberapa sebab. Maksud 

penulis dengan pembatasan ini adalah agar materi yang akan dibahas nanti 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan mengenai perwalian yang timbul 

akibat perceraian orang Iuanya. 

D. Tujuan Penelftian 

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pleh sese0rang maka tidak 

akan lepas dari tujuan diadakannya penelifian itu sendiri. Sedang tujuan yang 

ingin dicapai oleh setiap penelitian adalah berbeda satu sama lain, meskipun 

obyek yang diteliti adalah sama. 



Alas dasar alasan-alasan yang penulis kemukakan dialas didalam 

penulis memilih judul skripsi, maka dengan mnengadakan penelitlan itu 

mempunyai tujuan' 

1. Untuk mengetahui putusan dalam ponetapan wall terhadap anak dibawah 

umur akibat perceraian orang tuanya. 

2. Untuk mengetahui putusan dalam penetapan wali terhadap anak yang 

sudah dewasa akibat perceraian orang tuanya. 

3. Untuk mengetahui status anak angkat bila orang tua angkatnya 

melakukan perceraian. 

4, Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalarn suatu putusan terha0dap 

penetapan wali terhadap anak akibat perceraian orang tuanya. 

E. Kegunaan Penelltlan 

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi yang 

berjudul "Masalah Yang Timnbul Dalam Penetapan Wal Terhadap Anak-anak 

Akibat Perceraian Orang Tuanya yaitu : 

a. Untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untu 

remenuhi dan mencapai gelar atau unluk menyelesaikan ingiat sarjana 

lengkap dalam lliru Hukum di Universitas lslam Sultan Agung Semarang. 

b. Untuk mengetahui dan menggambarkan sejauhmana panetapan wal 

terhadap anal-anak akibat perceraian orang tuanya. 

¢. Untuk memperoleh gambaran secara jolas mongenai masalah-mnasalah 

yang timbul sehubungan dengan penetapan vwali terhadap anak-anak 

yang belum dewasa. 
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d. Untuk memperoleh gambaran yang jelas sehubungan dengan penetapan 

wali terhadap anak yang sudah dewasa. 

e. Untuk memperoleh gambaran secara jelas sehubungan dengan 

peretapan wali terhadap anal angkat. 

f. Untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai perwalian akibat 

perceraian. 

Besar harapan penulis untuk terwujudrya gambaran ini sehingga dapat 

diambit manfaatnya. 

p Kerangka Konseptual 

Didalarm kerangka ionseptual ini penulis akan meneragkan atau 

mengartikan kalirat dart judul skripsi ini yaitu kairat Masalah Yang imbut 

Dalam Penetapan Wall Torhadap Anak-anak Akibat Percoralan Orang 

Tuanya, supaya bagi pembaca dapat memperoleh gambaran socara jelas 

mengenai judul tersebut. 

Menurut Prof. Subeidi perwalian adalah berasal dari kata wall yang 

memnpuryai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukurn 

diwajibkan mewakili anaik yang belum devwasa atau belurn alil baliq dalam 

melakukan perbuatan hukum. Dalarn Undang-undang No.1 Tahun 1974, 

pervwalian ini diatur dalarm pasal 5 yang menyebutkan ayat 1 ; Anak yang 

belumn mencapai 18 tahun, yang tidak berade dibavah keluasaan orang tua, 

dibawah kekuasan wali ; ayat 2 perwalian itu mengenai anak yang 

bersangkutan. Pasal 51 ayat 1 : wall dapat ditunjuk oleh satu orang yang 

menjalankan kekuasaan orang tua, di hadapan dua orang saksi; ayat 2 :  ali 

2' Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, 1992, hal. 60 
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sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang 

sudah dewasa; ayat 3 wali waiib mengurus anak yang dibawah penguasaan 

sebaik-baiknya dengan menghormati agara anak itu. 

Masalah yaitu suatu persoalan, artinya persoalan yang harus 

disclesakan. Perceraian merupakan sebab terjadinya atau bubarnya suatu 

perkawnan. Anak-anak disini dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu 

1. Anak kandung, yaitu anal yang dilahirkan didalam perlawinan. 

2. Anak angkat, yaitu mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau 

secara umum berarti mengangiat seseorang dalamn kedudukan yang 

tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olath 

didasarkan pada faktor hubungan darah 

G. Metodologl 

lstilah "metodologr berasal dari kata "metode' yang berarti "jalanr 

ke" aitu tata cara yang digunakan untuk memahami suatu obyek. 

Sedangkan obyek itu sendiri adalah komplek, apalagi dalam ilmu sosial, sifat 

nanusia monamnbah konpleknya obyek llrnu sosial. 

Untuk meramnbah atau merrecahkan suatu masalah yang sedang 

diteliti tidak lepas dani metode. Oleh Kuntjoroningrat dikatakan batwa, "yang 

dirnaksud dengan metodologi adalah suatu cara kerja untukx memaharni obyek 

yang menjadi sasaran iimu yang bersangkutan." 

3)Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 
Jakarta, 1981, halaman 5 

4) Kuntjoroningrat, Metode-metole Peneitian Mas yarakat PT Gramedia 
Jakarta, 1981, halaman 42 
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Sedangkan oleh Robert Bagdan dan Steven J. Taylor metodologi 

dirumuskan sebagai ; ........., proses, prinsip-prinsip dan proseduf 

dengan mana kita mendekati permnasalahan dan mencari jawaban, Dalen 

lmu-ilmu pengotahuan sosial merupakan peranan sesuatu cara sobagain1an@ 

ponelilian itu dilakukan" 

Pada dasarnya metode penelitian ifu ditontukan oleh maksud dan 

tujuan dari pada penetitian yang dilaksanakan ataupun diadakannya penelitian 

tersebut. Sedangkan maksud dan tujuan penoliltian, oloh Sorjono Soekanto 

dikatakan sebagai berikut 

Penelitian secara ilmiah, dilakukan olsh manusia untuk menyalurkan 
hasrat ingin tahu yang telah mencapail taraf ilmiah, yang diser1al 
dengan suatu keyakinan bahwa akan dapat ditelaah dan dicart 
hubungan sebab akibatnya, atau kecsnderungan-kecenderungan 
yang imbut." 

Bertitik tolak dari uraian diatlas, maka cara mencari kebenaran yang 

dipandang cara idmiah adalah melalui metode penelitian. Sehubungan 

penelitian mengenai perwalian pada umumrya dan perwalian akibat 

perceraian pada khususnya maka ara-ara ilriah yang dilakukan adala 

subagai berikut 

A. Metode Pendekatan 

Ada dua macam metode pendekatan, yaitu' 

1. Metode pendekatan Juridis murni atau penelitian dalam hukum yang 

normatif. 
2. Metode pendekatan Juridis sosiologis atau penelifian dalam bidang 

hukum yang dibantu dengan teknik penelitian ilmu-ilmnu sosial lainnya. 

5) 30erjono Soekanto, Pengantar Penolitian Hukurn, Universitas Indonesia, 
Jakarta 1981, halaman 3. 
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Di dalam melaksanakan penolitian ini, penulis menggunakan 

metode yang pertama, yaitu metode penelitian hukum yang normatif 
Perelitian hukum yang normatif, merupakan penelitian kepustakaan, yai 

penelitian terhadap data sekunder. Sedang yang dimaksud dengan dala 
sekunder disini adalah sumber«gumber data yang diperoleh dari suatu 
peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan yang 
sudah mempuryai kekuatan hokum tetap, teor-teori hukum dan 

pendapat-pendapat dari para sarjana hukum. 

Adapun data-data sekunder yang sifatnya umum dalam peneltian 

ini penulis juga mempelajari keputusan Pengadilan Agama yang sudah 
mnempunyai kekuatan hukum yang tetap dipilih sebagai penelitian. 

Sedang populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama yang 

pernah memutuskan perkara penetapan wall akibat perceraian orang tua. 

Disamping ilu menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis, yaitu bagairnana implementasi darj aturan hukum sampal 

putusan Pengadilan Agama. Disamping meneliti data-data tersebut diatas 

penulis juga mompelajari buku-buku karangan beberapa sarjana hukur 

yang membahas mengenai masalah perwalian. 

B. Spesiflkasi Penelitlan 

Sehubungan dengan obyek yang akan penulis teliti dan berbag@l 

keterbatasan yang ada pada penulis dalam bidang penelitian ilmiah, maka 

disini akan digunakan salah gatu dari beberapa type peneliflan. 

Adapun beberapa type penelitian tersebut oleh Kuntjoroningral 

disobutkan ada 3 (figa), yaitu' 



f, Penelitian yang bersifat menjelajah, bertujuan untuk mernperolet 
pengetahuan mongenai suatu gejala tertentu atau mendapatkan ide­ 
ide baru mengenai gojala itu, dengan maksud untuk merumuskan 
masalah secara lebih mendalam atau terperinci ala untuk 
mengembangkan hlpotesa. Dalam hal ini rnasalahnya sangat terbuka 
dan belum ada hipotesa. 

2. Penelitian yang bersifat diskniptif, bortujuan menggambarkan secara 
tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, 
atau untuk menontukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan 
gojala lain dalam masyarakat. Dalamn hat ini mungkin belumn, 
torgantung dart sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah 
yang borsangkutan. 

3. Panelitian yang borsifat menorangkan, bortujuan menguji hipotosa­ 
hipotosa tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagel 
variabol yang diteliti. Dalam hal ini dengan sendirinya sudah ada 
hipotosanya." 

C. Populasi dan Metode Sampling 

Dalam uraian diatas telah disinggung bahwa sebagal populasi 

dalam penolitian ini adatah Pengadifan Agama yang pernah mernutuskan 

perkara mengonai penotapan wall akibat perceraian orang tua. Dengan 

mengingat banyaknya populasi dan tidak munginnya soluruh populasi 

untuk dimintai pendapatnya, maka digunakan cara dengan mengambil 

sampel dari populasi tersebut, yang sekiranya sampel trsebut dapat 

mewakili yang lain. Dengan demikian socara tidak sadar namun tela 

diakui ponulis bahwa didalam ponelilian iri ponulis monorapkan met0de 

sampling, tepatnya metode sampling yang non randum atau dapat juga 

disebut metode teknik non randum sampling. 

6}Kuntiorongingrat, Metocdo-Motocde Penetttian Masyarakat T Gramedia 
Jakarta, 1981 halaman 42 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoieh data-data primer maupun data sekunder yang 

dipertukan dalamn mengadakan penelitian ini, mnala diperlukan dalam 

mengadakan pongumpulan data. Sutrisna Hadi menorangkan bahwa ; 

Apakah seorang pelaisana penelitian akan menggunakan quostionaire, 

interview observasi biasa, test, eksperimen, kolelsi atau metode lainnya, 

atau kombinasi dani pada beberapa metode itu seruanrya harus 

mempunyai dasar yang beralasan." 

Skripsi ini disusun atas data-data yang diperoloh penulis selama 

melaksanakan penelitian, baik data primer ataupun data sekunder, 

Adapun data-data sebagai pendulung tersusunnya skripsi ini 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik atau metode sebagal berikut 

f. Motode library research 

Metode library research merupakan metode untu 

mendapatkan data yang bersifat pandangan teori, yaitu penulis 

merbace bulu-buku karangan sarjane-sarjana hukumn dan 

peraturan-perat uran perundang-undangan yang ada hubungannya 

dengan masalah perwallan serta penetapan-penetapan atau 

eputusan-keputusan halimn yang telah merpunyai kekuatan hukum 

yang tetap, kerudian mengambil kesimpulan, kurmpulan dart 

kesimpulan itulah dikumpulkan ke dalam suatu catatan yang disobut 

catatan data kepustaaan. 

7) Surisno +Hadi, Drs, Prof, MA, Metodiologt Research ilid , Fakultas 

skolgi Universct.as Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, halaman 67 

I 
I 
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2.Metode interview research 

Motode interview research merupakan metode pengumputan 

data dengan cara, penulis berhadapan muka langsung dengan 

informan dan untuk berwawancara dengan maksud agar memporoleh 

informan dan penjelasan, Informasi dan penijelasan dart informant 

kemudian dicatat ke dalam suatu catatan data-data wavwancara. 

3 Metode questionaire research 
Metode questionaire research morupakan metode penelitian 

pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan untukK 

dijawab oleh pengadilan agama. Dengan cara ini akan diperoleh 

jawaban yang lebih telit, sebab si penjawab mendapatan 

kesempatan yang lebih lama atau panjang untuk mempersiapkan 

jawaban torsebut. 

E. Metode Analisa 
leh karena metode pendekatan dalam penelitlan menggunakan 

metode yuridis normatif di samping metode yuridis sociologis, maka 

semua data yang diperoleh selama penelitian, baik data yang diperoloh 

dongan jalan membaca buku-buku kepustakaan, membaca putusan 

putusan hakim Pongadilan Agama atau dengan jalan wawancara ataupun 

dengan jalan menyodorkan pertaryaan-portanyaan tertulis, kemudian 

diolah dan data-data tersebut dianalisis dengan mempergunakan metode 

analisis yang normatif kualitatif, yaitu analisis data yang diperole, 

emudian disusun socara sistimatis untuk selanjutnya dianafisis socara 

kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. 
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H. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun sknipsi ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab 

dan tiap-tap bab ditagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar 

supaya jelas dan mudah dipahami. 

Bab] Pendahuluan 

Yang mengurailan tentang (A) Latar Belakang Masalah, (8) 

ldentifiasi Masalah, (C) Pembatasan Masalah, (D) Tuuan Penelitian, 

(E) Kegunaan Penelitian, () Kerangka Konseptuai, (G) Metodologi, 

(H) Sistematika Penulisan. 

Bab ll Introduksi Teori 

Dalam bab int penulis kerukaian (A) Pengertian Umum Mengenal 

Perwalian, (8) Pengerfian Mengenai Anak, (C) Macam-mnacam dan 

Terjadinya Perwalian, (D) Tugas dan Kevwajiban Serta Tanggug 

Jawab Wali, (E) Fengertian Umum Tentang Perceraian dan 

Akibatnya. 

Bab Ill Hasd Penelitian dan Analisis Data 

Dalam bab ini diuraikan tentang (A) Hasil Penolitian; 1. Kasus A, 2. 

Kasus B, 3. Kasus C, (D) Analisis Data; 1. Putusan Penetapan Wall 

Terhadap Anak di bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya, 2 

Putusan Penetapan Wal Terhadap Anak yang sudah dewasa akibat 

perceralan orang tuanya, 3. Status anak angkat bila orang tua 

angkatnya melakukan perceraian, 4. Pertimbangan hukum suatu 

putusan torhadap penetapan wali terhadap anak alibat perceraian 

orang tuanya. 

I 
I 
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Bab IV Penutup 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang (A) Kesimpulan, (8) Saran­ 

saran yang mungin dapat membantu dalam merecahkan masalah 

yang timbul dikelak kemudian hart mengonal penetapan ponetapan 

wall akibat pereraian orang tua pada khususnya. 



BAB Il 

INTRODUKSI TEORI 

A. Pengertian Umum Mengenai Perwalian 

Dalam lalu lintas pergaulan hidup, semua orang pada asasnya berhak 

dan berwenang untuk melakukan suatu perbuatan biasa atau sosial yang 

tidak ada akibat hukumnya, maupun perbuatan hukum yang merpunyal 

akibat hukumn, Namun demilkian Undang-undang menentukan pembatasan 

perbuatan hukurm tersebut. Mengenai orang yang tidak cakap untuk 

membuat perbuatan perjanjan yaitu yang term@suk perbuatan yang 

mompunyai akibat hukum, seperti 

1. Orang yang belum dewasa 

2. Moroka yang ditaruh dalam pengarpan 

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang­ 

undang, dan pada umumnya sermua orang kepada siapa Undang­ 

undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. 

Orang yang bolurm dewass yaitu mereka yang belum berumur 21 

tahun dan mereka yang tidak terlebih dahulul kawin, sehingga apabila 

meroka membuat suatu perjanjian yang dibuat akan dibatalkan. 

Purwahid Patrik dalam bukurya Asas ltikad Baik dan Kepatutan 

Dalam Perjanjan menerangkan sebagai berikut ; untuk sahnya perjanj an 

harus memenuti syaratsyarat sebagai berikut; 

1 Sepakat moroka yang mengikatkan dirinya. 
2. Kecakapan untuk membuat suolu perikatan 
3. Suatu hal yang tertentu 
4. Suatu sebab yang halal 



Apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka 
yang mengikatkan dirirya atau tidak mernenuhi kecakapan untuk mernbuat 
suatu pcrikatan, perjanjjan akan tidak sah, perjanjian tersebut dapal 
dibatalkan. Sodangkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat suatu had 
tertentu atau tidak mermenuhi suatu sebab yang halal, perjanjian batal derd 
hukum." 

Dengan demikian agar supaya perbuatan hukurm yang diakukan 0let 

anal belumn dewasa sah demi hukum maks diperlukan wakil seorang 

dewasa yang telah memenuhi syarat untuk melakukan suatu perbuatan 

hukunm atas nama anak yang belumn dewasa tersebut. Perbuatan hukum iu 

dilakukan oleh wakilnya tidak saja didalam pergaulan hidup sehart-hari, akan 

tetapi juga mewakili dihadapan Pengadilan 
Mengingat kenyataan mengenai anak beltum dewasa tersebut, maka 

timbul suatu lembaga yang berupa perwalian yaitu hal penyelonggaraan 

kepentingan anak belum dewasa, baik terhadap dinrj pribadi anak maupun 

terhadap harta kekayaan anak. 
Prof Subokti, SH merumnuskan perwalian sebagai berikut ; 

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur yang Aida 
berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau 
kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang." 

Terhadap anak sah yang kedua orang tuanya bercerai hidup, 
R. Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga 
menentukan bahwa sesudah keputusan perceralan ditetapken dan setelat 

mendengar pendapat serta pikiran dari para keluarga sodarah dan serenda 

darl anak yang belum dewasa tersobut maka pengadilan memutuskan 

8)y Purwahid Patrik, SH, Asas Iktlkad Baik tan Kepatutan Dalam 
Perjanfian, Fak Hukum UNDI, 1982, hal.36 

9) Subekti, SH, rot, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta 
980, hal.44 



terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tua yang akan melakukan 

perwalian atas anak tersebut dengan mengingat apakah mereka itu masih 

mempunyai kekuasaan orang tua, (kalau sudah dihentikan/dibebaskan atau 

dicabut, maka tidaldah menijadi wan." Dela penunjukan wadi itu hakim 

bebas menentukan siapakah yang akan menjadi wali, asal saja mengingat 

opakah mereka tu masih mempunyai kokuasaan orang tua dan asal saja 

mengingat kepentingan anak kepada siapa akan lebih terjamin. Dalamn ha ini 

tidak ada keharusan untuk menyerahkan serua anak kepada siapa yang 

ditunjuk sebagai wali. 

Saat kapan mulainya perwalian, pada asasnya pada saat adanya 

penetapan hakim dan yang mendapatkan pengangkatan sebagai wall 

menorima tugas perwalian yang dibebankan kepadanya. Maka sebelumn ada 

pernyataan menerima dari yang bersangkutan, perwalian belum dimulai. 

Dalam renjalankan tugas ini, para wall harus benar-benar 

kepentingan anak, agar dalamn asuhannya itu anak menjadi terawat dan tidak 

akan terabaikan kepentingannya. Perakuan yang buruk dan merugikan 

kepentingan anak belum dewasa dapat menimbulan sanisi yang berupa 

pembebasan maupun pomecatan dan keluasaannya sebagal wall 

B. Pengertian Umum Mengenai Anak 

Anak dalam masyarakat yang bagaimnanapun bentuk dan coraknya, 

merupakan pembawa bahagia. Tidak heran bila dalam upacara pernikahan 

pengantar dua insan ke gelanggang rumah tangga diantara petuah sorta doa 

0) RR. Soetoy Prawiromijojo, SH an Asis Saficedin, SH, Hu#um Orang 
dan Ketuarga, Alumni, Bandung, 1962, hal 140. 



restu, orang tua-tua selalu berpesan, semoga kodua mempelai diberkahi 

keturunan bukan satu, bukan dua, tetapi yang banyak. Sebagai oontoh 

diantara suku yang ada yakni suku Batak, demikian mendambakan 

kehadiran anak sampai-sampai disebut ; Maranak ma sampolu pitu, 

asamrboru sampolu onom! "artinya" berketurunan tujuh belas anak lak-laki­ 

dan enam belas anak perempuan pemikian pula halnya menurut agama 

slam, pernikahan dilakukan sebagai sunnah nabi juga untuk memnperbanyak 

umat 
Tentang pengertian anak, kecuali anak laki atau anak wanita, ada 

pula pengertian lain, Seperti disebut diatas, dalam kehidupan keluarga 

setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pernbavwa 

bahagia ; anak domikian disebut anak kandung. Tetapi adakalanya anal 

demikian terlahir dari kedua orang tua yang sama ; sebutlah si isteri 

tergolong janda dan ia membawa anak dari suami pertama, atau sebaliknya 

si pria disebut duda membawa anak dari isteri terdahulu, dan dari 

perkawinan itu terjadilah hubungan antara anak yang bersaudara kandung 

disamping anak bersaudara tiri. Kedudukan anak demikian pads urumnya 

tidak sama di mata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang, 9a 

kelak dalarm berbagi harta warisan.' 
Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Flukum Perdata Indonesia 

menggolongkan anak menjadi 2 (dua) yaitu 

1. Anak Sah, yaitu : diatur dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan 

menurut ketentuan pasal tersebut ada 2 macamn anak sah, yaitu 

he3 

11) Mulyana W. Kusumah, SH., Hukum clan Hak--hak Anak, Jakarta, 1983, 

12)lb.d .. ,halaman 4 
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1, Setelah perkavwinan dilangsungkan, isteri baru hamil kemudian 

melahirkan anak. 

2. nak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam 

hal ini, isteri hamil gotolah perkawinan dilangeungkan, kemudian 

lerjadi perceraian atau kematian suami. Setelah peristiwa itu isteri­ 

baru melahirkan anak 

2. Anak Tidak Sah; selain dari anak sah dikenal juga anak yang tidak sah, 

anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkswinan. Menurut 

ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya.' 

Di samping anak sah dan tidak sah dikenal juga anak angkat, anak 

angkat adalah mongangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara 

umum berarti seseorang dalarm kedudukan tertentu yang menyebabkan 

timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan 

darah. Hukum Islam melarang mengangkat anak, walaupun sebagian besar 

rakyat Indonesia beragama Islam, tetapl lembaga mengangkat anak dikenal 

di seluruh Indonesia. Prosedur pengangkatan anak tidak sama untuk seluruh 

kepulauan Indonesia, 

Di beberapa daerah seperti Lampung, Gayo, Nias dipertukan acara 

tertentu berupa penyaksian oleh khalayak ramail dan persetujuan para 

anggota keluarga yang bersangkutan. Di Jawa ticak dipertukan aoara 

13 Abdulkair Muhammad, SH, Hkum Prdate Indonesia, Bandung, 
1993, halaman 95 



tortentu, berarti tidak diperlukan campur tangan anggota keluarga 0da0 

kepala desa." 
Karena peraturan mengenai pengangkatan anak tidak diatur dengan 

jelas, kerap kali timbul persoalan mengenai hat ini. Akibatnya orang fag 

ragu mengangiat anak karena tidak terjamin hak-haknya terhadap anal 

angkat dan sebaliknya. Karena itu tidak menghorankan bahwa Jawatan 
Sosial dan Yeyasan yang mnemehhare anak angkat mengalarni kesulitan 

dalam mencarikan orang tua angkat untuk anak-anak tersebut. eraturan­ 

peraturan semacamn ini tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat yang 

bereifat dinamis mengikuti kehendak zaman dan kehendak masyarakat. 

C. Macam-Macam dan Terjadinya Perwalian 

Masalah perwalian timbul karena terhentinya kekuasaan orang tua 

dan seorang anak masih memerlukan pertolongan, perlindungan hat 

pemoliharaan terhadap dirinya, yaitu anak belum dewasa yang tidak berada 

dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian. 
Terhadap anak yang belum dewasa, porlu ditotapkan soorang wall 

yang akan membantu dan mengurus segala keperluannya yang oleh mere#a 

sendini belum dapat diselesaikan meskipun yang akan menjadi wall l 

saudara sedarah maupun semenda atau salah satu dari kedua orang Iuanya 

sendiri yang disebabkan oleh perceralan, tetap diperlukan adanya 

pengesahan dart pengadilan dan adanya laporan pula kepada Balai Hara 

Peninggalan sebagai wali pengawas. Adanya kewajiban melapork.an 

14) Sri Wiowati Wiratrnoko Soekito, Anak dan Wanita Dalam Huum, 

Jakarta, 1986, halaman 50. 
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perwalian ltu dirnaksudkan agar perwalian tersebut ada yang 

mengawasinya, sehingga perlakuan wali terhadap anak asuhannya berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Dari peristiwa yang menimbulkan perwalian itu dapat diketahul 

siapakah yang dapat menjadi wali dalam terjadinya peristiwa itu, yaitu 

apabila 

1 Salah seorang dari orang tua meninggal dunia, maka yang men]jadi wall 

adalah orang tua yang hidup. 

2 . K e d u a  orang tuanya meninggal dunia, maka yang menjadi wall adalah 

orang yang ditetapkan oleh hakim ataupun mereka yang ditunjuk dalam 

surat wasiat yang dibuat oleh orang tua tersebut. 

3. Orang tua borcorai, maka yang ditunjuk menjadi wali adatah salah 

seorang yang ditunjuk hakim 

4. Anak yang lahir dani perkawinan yang tidak sah, maka yang menjadi wall 

adalah orang tua yang mengakui. 

Dari uraian peristiwa yang mengakibatkan perwalian tersebut diatas, 

maka dapat diambil kesimpulan tentang bentuk-bontuk perwalian yaitu' 

1, Perwalian menurut hukum 

2. Perwalian menurut surat wasiat yang dibuat ayah / ibu 

3. Perwalian menurut oputusan hakimn 

ad. 1. Perwalian menurut hukum 

Pasal 345 KUH Perdata menentukan bilamana terjadi kematian dati 

salah satu seorang dari orang tuanya maka orang tua yang hidup 

terlama, demi hukum menjadi wadi terhadap anal-anaknya Yang 

betum dewasa sepanjang ia tidak dibebaskan atau dipecat dari 
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kekuasaan sebagai orang tua atau sebagai wali. Ketentuan pasal fl 
tidak mengadakan pengecualian bahwa suami isti hidup terpisah 

olen karena adanya perpisahan harta kekayaan, maka bilamnana 

ayah setelah perceraian menjadi wall, maka si ibu demi hukun 

menjadi wall atas anak tersebut apabila si ayah meninggal." 

A d. 2  erwalian menurut surat wasial 

Pasal 355 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa orang tua 

masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau 

perwalian atas seseorang anak atau lebih, berhak mengang4al 

seorang wall atas anak-anak itu demi hukum atau karena penetapan 

hakim. Kalau menurut hukumn akan jatuh kepada orang tua yang lain 

atau oleh karena ada keputusan hakim akan jatut kepada orang 

lain, maka pengangkatan wall tersebut tidak diperbolehkan." 

Perwalian menurut surat wasiat akan mulai berlaku apabila orang 

tua yang membuat surat wasiat itu telah tiada (meninggal dunia), 

arena memang surat wasiat itu dibuat demi kepentingan l 

kemudlan hari setelah orang tua mereka meninggal dunla, apabila 

mereka itu belum dewasa 
Khusus bagi pengangkatan seorang wall atas penunjukan bapa 

atau bu atas anak luar kawin yang diakui, disebutkan dalam pasal 

358 KUH Perdata bahwa pengangkatan tersabut menjadi sah" 

15 R. Soetojo Prawrohamidijojo, SH dan Asi Saicedin, SH., Hukum rang 

dan Keluarga, Alumni, Bandung, 1982, hal.190. 
16) /bid, hal. 192 
17) Ibid, heal.193 



Ad.3. Perwalian menurut keputusan hakin 

Atas semua anak yang belum dewasa yang tidak berada dibavwah 

kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur secara 

sah, akan ditunjuk soorang wali oleh pengadilan. Hal ini terjadi 

karena 
a. Bilarnana kedua orang tua anak belum dewasa tersebut telah 

meninggal dunia. 

b. Bila vwali yang ada telah dipecat dari kekuasaannya sebagai wall 

atau wali yang ada ditaruh dibawah pengampuan. 

¢. Terjadi perceraian orang tua dari anak yang belum dewasa. 

d. Bilamana terjadi kedua orang tua meninggalkan tempat dengan 

tidak diketahui keadaannya, masih hidup atau telah meninggal 

dunia 

Pengangkatan wall yang dilakukan oleh Pengadilan, 

dikarenakan ada permintaan dari para keluarga sedarah dan 

semenda atau atas permintaan dari Balai Harta Peninggalan 

Dalam perwalian menurut koputusan hakim ini, bagi mereka 

yang ditunjuk bilamana tlada suatu sebab yang merupakan 

pengecualian dari tugas perwalian, yang bersangkutan wajib 

mnenenmanya. 

Macam-macam terjadinya wali menurut Hukum lstarn adalah; 

1, Perwallan hanya terhadap anak yang belum mencapal umur 2T 

tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap dirt dan harta 

kekayaannya. 
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3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 
perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah 

seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan 

kerabat tersobut 
4, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 

orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur an 

berkelakuan balk atau badan hukum. 

D. Tugas dan Kewajlban Serta Tanggung Jawab Wall 

Kewajban wall, seperti kewajlban orang tua yang molakukan 

kekuasaan orang tua pada umumnya adalah rangkap. la harus mernelihara 

diti anak yang dibawah umur dan mengurus kekayaannwa." Sehingga 
dalam menjalankan tugasnya ia bertangggung jawab menjalan- an 

tugasnya sebagaimana kekuasaan orang lua, wall menentukan tern1pat 

dimana anak belum dewasa akan bertempat tinggal, pelajaran apa yan 

akan diikuti dan monentukan hal-hal lain yang sekiranya akan bermanfaat 

bagi anak belum dewasa tersebut. 
Pada saat dimulainya perwalian, wall mempunyai kowajiban­ 

kevwajiban' 

1. Wali berkewajban mengurus diri dan harta orang yang dibawah 

perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan 

bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk mas@ 

dpan orang yang berada dibawah perwaliannya. 

18) Vollmar, HFA qi sadur oleh Chidir Ai, Hukum Koluarga, Tarsilo, 
Bandung, 1982, halaman 112 



2. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada 

dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan mencapai umur 21 tahun 

atau telah kawin. 

Tugas dan kewajlban wal terhadap pribadi anak, seperti ketentuan 

dalam pasal 383 KUH Perdata bahwa setiap wali harus menyelenggarakan 

pomeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa, begitu pula la mewakill 

dalam segala tindak perdata. Menyelenggarakan pemeliharaan terhadap 

anak belumn dewasa yang berada dibawah perwaliannya meliputi pemberian 

mafkah, sandang dan juga memperhatikan kesehatan anak belum dewasa. 

Menyelenggarakan pendidikan anak bolum dewasa, berarti menyekolahkan 

sampai batas kernampuan harta kekayaan anak, disarnping kerampuan 

otak anak hanus diperhatikan. 

Penyelenggaraan tugas wali terhadap pribadi anak harus dilakukan 

sebagaimana kekuasaan orang tua yaitu kasih sayang dan benar-benar 

memperhatikan anak. Mengingat masa depan anak tergantung pada 

erampuan wali dalarn memberikan bimbingan dan asuhan, mnaka wall 

harus dengan sungguh-sungguh dalam memberikan bekal untuk masa 

datang. 

Anak harus diberi ada kesopanan dan tata cara pergaulan agar anak 

dapat menempatkan dirinya dalam kehidupan dan kedudukannya yang 

semestinya, yaitu anak dapat membedakan apabila la menghadapi atau 

berhadapan dengan orang yang lebih tua, ia mau menghormati dan apabila 

berhadapan engan orang yang lebih muda atatu sobaya, ia mau 

menyayangi atau menghormati. Dalam menyelenggarakan tugas perwalian 

harus dapat menunjukkan dan mempunyai rasa cinta kasih yang belum 



devwasa yang berada dibawah pervwalannya, agar anak belum dewasd 

tersebut merasa bahrwa dirinya mendapat perhatian dan menghormati 

kepada wati. Biarpun yang menajdi wali ibunya sendiri, oleh karena 

porceraian dengan ayahnya. 

Selanjutnya pada akhir dari tugas perwalian, wali diwajibkan 

membuat perhitungan tanggung jawab kepada : 

1. Anak, epabila ia telah meniadi dewasa atau kepada ahli wanisnya. 

2. Wali pengganti apabila ia dipeoat dani perwaliannya. 

3. Orang tua, apabila si belurn dewasa kembali lagi berada dibawah 

kekuasaan orang tua. 

Pertangung jawaban itu dilakukan atas biaya si belum dewasa, akan 

ttapi wali harus mombayar tertebih dahulu biaya-biaya itu. Dalam 

perhitungan itu dimuat dalam semua pengeluaran yang perlu, yang pantas 

dan cukup beralasan." 

Mengenai tugas terhadap harta kekayaan anak belum dewasa ini, 

ada ketentuan bahwa wali dapat mengadakan perhitungan setelah anal 

menjadi devwasa. Pengaturan mengadakan perhitungan untung rugi 

hanya berlaku terhadap perwalian yang dilakukan oleh oranng tua lain, 

bukan orang tuanya sendiri maupun kawan wali. Jadi kalau yang mnenjadi 

wali ibu atau ayah akibat perceraian orang lua maka tidak wajib 

mengadakan perhitungan untung rugi, karena perwalian yang dilakukan oleh 

orang tua sendiri maupun kawan wali, didalam menyelenggarakan 

kepentingan anak belum dewasa hal ini demi hukum sudah merupakan 

19)RR. Soetojo Prawirohamidjojo, SH dan Asis Safioedin, SH, Hukum Orang 

dan Keluarga, Alumni, Bandung, 1982, hal. 209 
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kewajiban baik ilu mengenai pemberian nafkah penghidupan maupun 

penyelenggaraan pondidikan terhadap anak yang mnerupakan hak 

elementasi, yaitu hak untuk mendapatkan nafkah dan pereliharaan. 

Sebaliknya orang tua mempunyai hak untuk ikut menikmati hasil harta si 

anak, dengan deriian orang tua tidak mongadakan perhitungan untung 

rugi pada akhir perwaliannya 

Menurut Kompilasi Hukum Islam tugas wall adalath 

menyelenguarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belurm dewasa bogitu 

pula ia mewakili dalam segala tindak pordata.Kowajiban wall adalat 

mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan 

sebaik-baiknya dan berkevwajiban mom- borikan bimnbingan agma, 

pendidikan dan keterarmpilan lainnya untuk masa depan orang yang bera0da 

dibawah perwaliannya, serta berkewajiban monyerahkan seluruh kekayaan 

orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan tolal 

moncapat umur 21 tahun atau telah kawin. 

Tanggung jawab wali pada harta orang yang berada dibawat 

perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sobagai akibat 

kesalahan atau kelalaiannya. 

E. Pengertian Umum Tentang Perceraian dan Akibatnya 

Perceraian, merupakan salah satu sebab bubarnya perkawinan, yang 

didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 disamping asas monogarni, 

perceraian mendapat temnpat tersendiri, karona kenyataannya didalamn 

masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang 

begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan 



sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia 
angka perceraian meningkat, sebetum rancangan Lndang-undang 

Perkawinan berhasill di undangian. 
Dengan adanya Undang-undang Perkawinan tersebut, tidaldah 

mudah perceraian itu terjadi tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetape. 
didalamn praktek sehari-hari seorang igteri karena alasan-alesan sudah tidal 
lagi hidup sobagai isteni, begitu mudah meminta cereal dengan suarinya. Dl 
lain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah untuk mencarikan 

isterinya hanya karena alasan idak senang lagi. Atau si suami 
meninggalkan begitu saja listeri. Dengan adanya Undang-undang In 

terutama di kalangan wanita, tidaklah mudah seorang laki-lalki yang stag9al 
suaminya tanpa alasar-alasan yang sah menurut Undang-undang dapat 

mencraikan isterinya bogitu saj%. 
Memang didalam Undang-undang Perkawinan itu dimaksu Jugo 

untuk mempersukar perceraian. Asas perkawinan itu adalah ikatan lahlf 
bathin antara seorang pria dengan soorang wanita sebagoi suarni-isteni 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasaran 
Ketuhanan Yang Maha Esa (els. Pasal 1 Undang-undang NO.1 tahun 1974). 

Alasan-alasan untuk bereral secara tegas telah diatur didalam pas@al 

19 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyebutkan' 

Ayat 1 :  Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengad#a 
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak Der 

hasil mendamakan kedua belah pihak. 

20) Scedaryo Soimnin, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, 1992 halo 
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Ayat2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suanl 

isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 

Alasan tersebut juga dietur dalam peraturan pemerintah No.9 tahur 

1975, pasal 19, menyebutkan bahwwra peroeraian dapat terjadi karena alasan­ 

alasan % 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi perabuk, pemadat, penju 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut­ 

turut tan pa izin pihak lain 

• Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan bertan9sung. 

d. Salah satu pihak melakukan kokojarnan atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat carat badan atau penyakit dengan akibat 

atau tak dapat menjalankan kewajfbannrya sebagai suami-isteri. 

f. Antata suami-steri terus menerus terjadi porselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Di dalam Undang-undang Perkawinan yang baru, mengenai tata car@ 

perceraian diatur mulai pasal 39 ayat (3) dan pasal 40 sedang pad 

Pereturan Pelaksanaanya yatu; 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimuat 

dalam pasal-pasal 14 hingga pasat 36. Bagi mereka yang menganut Agamna 

lslam hendaknya diperhatikan ketentuan yang termuat di dalarm Peraturan 

Menteri Agama No.3 tahun 1975 tentang Kewajban Fegawai Pencatat 
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Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama terutama Bab X pasal 28 sampal 

dengan pasal 31 

Monurut ketontuan-ketentuan tersebut diatas, tata cara perceraian 

dapat dilakukan sobagai berikut 

a. Corai talak 

Yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya monurut Agara 

lslam. Maksud perceraiannya dapat diajukan kepada Pengadilan Agara 

di tempat dimana mereka bertempat ting gal. 

b. Cerai gugat 

Yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut 

Agamanya dan kepercayaannya selain Agara lslam dan bagi isteri 

yang melangsungkan porkawinannya menurut Agama lslam. Gugat 

perceraiannya dapat diajukan pada Pengadifan Negeri / Agama dimane 

mereka bertempat tinggal. 

Akibat Porcerotan 

Dalamn Peraturan Pernerintah No.9 tahun 1975 sobagai polaksanaan 

Undang-undang Perkawinan (U.U, No,1/1974) tidak disebutkan atau tidak 

diatur tentang akibat perceraian ini. ianya dalarm U.U, No.1 tahun 1974 

pasal 41 disobutkan baha akibat putusnya perkawinan karena perceraian 

ialat; 

1 Baik ibu atau ayah tetap borkewajiban mermelihara dan mendidik anal­ 

anaknya, sernata-rnata bordasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

21)Drs. Lit Rasjidi, SH LL.M., Alasan Perceralan Menurut U.U. No.1 th.74 
Tentang Perkawinan, Bandung, 1983, halaman 23. 
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perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan 

eputusannya. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pereliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapal memberikan kewajiban tersebut, Pengadian 

dapat menentukan bahwa ibu ikut merikul biaya tersebut. 

3. Pongadilan dapat mewajbkan kepada bekas suami untuk memberiian 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kevwajiban bagi Deas 

isteri. 

Pengertian umum mengenai perceraian menurut Kompilasi Hukum 

lslam adalah putusnya parkawinan yang terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan perteraian. Perceraian terjadi karena salah satu pihak 

(istori maupun suami) tidak dapat memenuhi kewajbannya atau tidak ada 

saling kecocokan dan akibat putusnya perkawinan karena perceraian 

adalah. 

1 Anak yang belumn dewasa berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya 

kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 

oleh: 

a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

b. Ayah; 

c. Wanita-wanita dalarm garis lurus ke atas dari ayah; 

d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dan ibu; 

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah 



2. Anak yang sudah dewasa berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah 

dari ayah atau ibunya; 

3. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak renjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah 

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 

Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak hadlanah pula ; 

4, Somua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah 

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa 

dan dapat mengurus diri sendini (21 tahun); 

5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anal, 

engadilan Agama memnberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (bD), 

(o), dan (d); 

6. Pengadifan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk permeliharaan dan pendidikan anal­ 

anak yang tidak turut padanya. 

Satu hal yang perlu di ketengahkan bahwa akibat lain daripada 

adanya perceraian ini ialah, bahwa baik bekas suami maupun bekas isterl 

terlepas dari kewajiban untuk hidup bersarna, dan kedua pihak 

diperkenankan untuk melakukan perkawinan lagi dengan orang lain dengan 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti bagi janda setelah 

levat mas.a iddah misalnya. 

22) Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, 1992, hal. 72 
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Hasif Penelitian 

Kasus A :  CHOIRUL HUDA bin H. HADISU'SANTO melawan ROMLAH binti 

H MAKSUM dan H SULATIN. 

CHOIRUL HUDA bin H. HADISUSANTO, berterpat tinggal di Desa 

Ngembal Rejo, kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Pemohon Kasasi dahul 

Tergugat I /  Pembanding ; melawan ROMLAH binti H. MAKSUM, bertempat 

tinggal di Desa Sowan Kidul, Kecamatan Bugel, Kabupaten Jepara, 

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ; dan H. SULATIN, 

bertempat tinggal di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kabupaten 

Kudus, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Turut Terbanding 

Menimbang, bathwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa 

sekarang Termohon Kasasi sebagai penggugat asli telah menggu9at 

sekarang Pomohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai tergugal 

asli di muka persidangan Pengadilan Agama Kudus pada pokoknya atas 

dall-dalil; 

Bahwa penggugat asli adalah bekas isteri dari almarhum H. Iiadi 

Susanto bin Salim yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 

1991, 
Bahwa pernikahan antara penggugat asli dengan H. Hadisusano 

terjadi pada tanggal 27 Jun] 1986 dan telah hidup rukun sebagai suami isteri 

gelama lebih kurang 1 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak 

32 



33 

perempuan bernama Nur Hidayatut Aliyah binti H. Hadisusanto umur 

tahun. 
Bahvra kemudian antara penggugat asli dengan H. Hadisusanto 

terjadi perceraian pada tanggal 24 Maret 1988 yang oleh engadilan A9@ma 
Kudus ditetapkan, bahwa anak adalah dibawah pengasuhnya penggugat asli 

(ibu), tetapi beban nafkath ditanggung oleh almarhum suami (ayab); 
Batwa selame 9 tahun bekas suami penggugat esll tidak meref 

nafkah pads anaknya, kemudian penggugat asli memorintahkan kepada 

adiknya bernama Romlah binti H. Maksum untuk reminta nafkah yang 
belum dibayar dengan membawa anaknya untuk diperterukan dengan 
ayvahrya, namun bukannya nafiah yang dibayar, tetapi anaknya dibaw 
kabur dan tidak boleh pulang ke rumah ibunya, serta adik penggugat asll 

disuruh pulang , 
Bahwwa belas suami penggugat asli hanya membayarkan hutang 

nafkah 9 bulan diatas sebesar Rp. 450.000,- dan berkeberatan untuk 

monyerahkan anak tersebut kepada penggugat as 

ahwa sejak itu ponggugat asli telah berkali-kali meminta kepada 
bekas suami untuk menyerahkan anak tersobut kepada penggugat asli 
karena penggugat asli merasa berhak serta belum mebikah lag, 

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1991 bekas suami penggugat asli 
meninggai dunia, pada saat itu airmarhurn belumn menyerahkan kembali anal 

tersobut kepada penggugat asli sehingga setelah wafat almarhum, anal 

tersobut dikuasai oleh pihak ketiga yaitu nenek dari pihak ayah (H.Sulatin) 

dan saudara seayah (Choinul Huda) ; 



Bahwa setelah vwafatnya anak tersebut, maka seharusnya 

ponguasaan anak tersebut (sekarang sebagai para tergugat asli) seoar@ 

8ukarela menyerahkan anak penggugat asli yang masih kecil itu epada 

penggugat asli, akan tetapi penggugat asli telah berkali-kali merinta anakK 

tersebut yang ditompuh secara kekeluargaan, namun ditolak para tergugal 

asli; 
Bahvra berdasarkan hal-hal diatas, mala penggugat asli menuntut 

kepada engadilan Agama Kudus agar memberikan putusan sebagal 

berikut: 

1. Mengabulkan permohonan penggugat ; 

2. Meneltaplan penggugat adateh satu-satunya orang yang berhak 

mengasuh dan merawat anak bernama Nur Hidayatul Aliyah binti i. 

Hadi Susanto kepada penggugat di hadapan Majelis Hakim 

3. Atau Pengadilan Agama Kudus memberikan putusan yang seadil­ 

adilnya dan bijaksana 

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat asli telah 

memberikan jawaban yang pada pokoiknya sebagal berikut; 

Bahwa tergugat asli menyatakan tidak benar alrarhum H. Hadi 

Susanto masih berhutang nafkah selama 9 bulean, karena sudah dibayarkan 

kekurangan tersobut; 

Bahwa penggugal asli berkali-kali meminta agar anak tersebut 

diserahkan, tetapi permintaan tersebut selalu ditolak oleh tergugat aslli, 

karena menurut tergugat asli penolakan tersebut berdasarkan atas pesan 

almarhum atau wasiat almarhum; 
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Bahwa benar tergugat asli mengambil anak torsebut secara paksa, 

karena merasa iba terhadap anaknya yang berarti anak tersebut tidal 

mendapatkan perawatan secara baik dari penggugat asll; 

Bawa selain rasa iba, alrarhum juga mendengar kabar bahwwa 

penggugat asli telah dinikahi oleh Sardiono Desa Sowan Kidul, Kecamatan 

Bugel, Kabupaton Jepara, oleh karena itu permohonan penggugat asli unto 

mengambil anak tersebut ditolak; 

Bahwa torhadap gugatan tersobut Pengadilan Agama Kudus telah 

mengabil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Maret 1992 M, bertepatan 

dengan tanggal 28 Sya'ban 1412 H. N0,495/Pd1.g/1991-1992/Pengadilan 

Aama Kudus yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 

1. Mengabulkan gugatan ponggugat; 

2. Menetapkan penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak 

mengasuh dan merawat anakx bernama Nur Hidayatul 'Aliyah; 

3. Mererintahkan kepada Iergugat untuk menyerahkan anak bernama Nur 

Hidayatul 'Aliyah binti H. Hadi Susanto kepada penggugat; 

4, Memerintahkan penggugat merbayar biaya perkara sebesar Rp 

43.500,- (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) 

Bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada tergugat I / 

Pembanding pada tanggal 27 Januani 1993 kemudian terhadapnya oloh 

ergugat I / Pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasl 

secara lisan pada tanggal 1 Februari 1983 sebagaimana ternyata dari surat 

eterargan No,495/P0dt.g/91-92/Pengaditan Agama Kudus, yang dibuat olet 

Panitera Pengadilan Kudus permohonan mana kemudian disusul oleh 

memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang ditorima i 
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kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tersebut pada tanggal 12 Februari 

1993; 

Bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding yang pada tanggal 18 

Februani 1993 telah diberitahu tentang memori kasasi dani tergugal 

Pembanding diajukan jawaban merori kasasi yang diterima di kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kudus pada tanggaf 20 Februard 1993; 

Menimbang, bahwa permohonan kasesi a quo beserta alasan­ 

alasannya yang tolah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama 

diajukan dalam tenggang waktu dean dengan oara yang ditentukan Undang­ 

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat 

diterima, 

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh 

pemohon kasasi dalam merori kasasinya tersebut pada pokoknrya ialah' 

1. Bahwa yudek facti telah melanggar Kompentensi absolute, dimana telah 

terbukti gugatan termohon kasasi / penggugat asal dalamn perkara ind 

bukanlah menjadi wewenang Pengadilan Agama, melainkan wewenan 

Pengadilan Negeri tentunya Pengadilan Agama seharusnya 

menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadill porkara tersebut 

secara Ex Office yang selanjutnya menyatakan gugatan pemohon 

kasasi/ penggugal asal tidak dapat ditorima 

2. Baha berhubung termmohon kasasi / penggugat asal tidak bisa 

membuktikan keabsahan perwalian, karena sejak status termnohon 

kasasi/penggugat agal berubah menjadi seorang janda (torlebih lebih 

sesudah kawin lagi), maka kedudukan termohon kasasi/penggugat asal 

tidak lagi menjadi orang tua yang berhak memelihara darl anak yang 
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disengketakan, oleh karenanya termohon kasasi/penggugat asal sudah 

tidak ada lagi hubungan hukum dengan anak yang disengketakan 

kecuali perwaliannya sudah diryatakan oleh Instansi yang berwenang 

3. Bahara gugatan termohon kasasi / penggugat asal dinilai kabur (absour 

libel) karena petitum (tuntutannya) tidak didukung oleh positanya, 

4. Baha yudex [axti telah salah dalam menerapkan hukum yang 

menafsirkan pengertian hak hadlonah, dimnana hak hadlonah dipandang 

masih menjadi hak termahon kasasi/penggugat asal dongan dasar 

suami baru penggugat asal tidak keberatan (rela) atas hak hadlonah 

termohon kasasi/penggugat asal tersebut tidal didukung oleh bukti yang 

otentik, berarti hak hadlonah termohon kasasi/penggugat asal kawin 

lagi, tapi tiba-tiba hak hadlonah tersebut dianggap hidup kembali ; 

disinilah letak kesalahan penafsiran yudex facti; 

5. Bahwa yudex facti telah salah menerapkan hukum karena telah 

mengesampingkan bukti yang diajukan pemohon kasasi tergugat asal 

yang berupa wasiat yang menjadi landasan bagi anak yang 

disengketakan yang isinya berupa suatu amanat dari ayah kandung 

anak tersebut untuk memelihara dan mnembiayai pendidikan anak 

tersebut sampai anak tersebut menjadi mandiri; 

6. Bahwa yudex facti telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam 

mempertimbangkan masa depan anak tersebut tidak menggunakan 

pengetahuannya sebagai hakim, dimana termohon kasasi / penggugat 

asal sulit membayangkan bagaimana nasib anak tersebut apabia 

dipelihara oleh termohon kasas/penggugat asal, dimana sosial ekonomi 



termohon kasasi/penggugat asal kurang mendulung terbukti di 

mas yarakat, orang tua tiri soring menelantarkan anak tirinya karena 

terus terang anak tersebut sangat takut sekali bila berjumpa dengan 

orang tua tirinya; 

Menimbangt mengenai koberatan-koboratan ad. 1s/d 

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karona 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah monerapkan hukum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, 

lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadian Tinggi Agata 

Semarang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang­ 

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oloh pemohon kasaw 

Choirul Huda bin H. Hadi Susanto torsebut ditolak ; 

Momperhatikan pasal-pasal dart Undang-undang No.14 tahun 1970. 

Undang-undang No.14 tahun 1985 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 

yang bersangkutan ; MENGADILI; 

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Choirul Huda bin 

H, Hadi Susanto, menghukum perohon kasasi akan membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (ima 

puluh ribu rupiah) ; 

Dernikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Mahkamah 

Agung pada hart : SELASA TANGGAL T DESEMBER 1993, dngan Prof. H. 

Busthanul Arifin, SH, Ketua Mada yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah 

gung sebagai Kotua Sidang, H. Masrani Basran, SH, dan lswo, SH, 

sebagai Hakim-hakirn Anggola dan diucapkan dalma sidang terbuka pada 

hari : SENIN TANGGAL 31 JANUAR 1994, oleh Ketua Sidang tersebut, 



dengan ihadiri oleh H. Masrani Basran, SH. Dan lswo, SH, Hakim-hakim 
Anggota dan H. Achmad, SH. Panitera Pengganti, dongan tidak dihadiri oleh 

kedua belah pihak. 

Analisis Kasus A ;  
Putusan penetapan wali terhadap anak di bawah umur aibat 

perceraian orang tuanya 
Setelah melihat duduk porkara diatas dapat dltarik permasalahan, 

yaitu tentang permohonan Pengugat (Romlah binti Maksum) terhadap 
tergugat I (Choirul Huda bin Had Susanto) dan tergugat I (H.Sulatim) 

untuk menyerahkan anak yang masih dibawah umur yang bornama Nur 

Hidayatul Aliyati binti H.PHadi Susanto umur 5 tahun kepada penggu9al 

(Romlah binti H.Maksum) 
Dalam duduk perkara yang telah kita sebutkan terdahulu jelas 

kelihatan bahwa pihak tetgugat l telah dengan sengaja mengambil anal 

yang bernama Nur Hidayah Aliyati dart pihak penggugat.Padahal pihak 

penggugat oleh Pengadilan Agama Kudus ditetapkan bahwa anak tersebut 

dibawah pengasuhnya penggugat aslah (ibu) tetapi beban nafkah 

ditanggung oleh suami (ayah) 
Bahwa bekas suami penggugat asli hanya membayarkan hutang 

nafkah 9 bulan diatas sebesar Rp. 450.000 dan keberatan untuk 

menyerahkan anak tersebut kepada penggugat asll 
Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kudus telah 

mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 maret 1992 M yaitu 

a. Mengabulkan gugatan terse but 



b. Menetapkan penggugat adalah satu • satunya orang yang berhak 

mengasuh dan merawat anak bernama Nur Hidayatul Aliyati 

c. Memerintahkan para tergugat untuk menyorah#an anak bernama 

Nur Hidayatul Aliyali 

KasusB; 

LIM DJOEN KIEM NIO melawan SOEMALI MARTOSOETJIPTO 

LIM DJOEN NI, bertempat tinggal d jelan Dr. Cipto No.141 Semarang 

pemohon kasasi dahulu termohon ; melawan SOEMALI MARTOSOETJIPTO, 

berternpat tinggal di jalan Pandanaran No.122 Semarang, termohon kasas 

dahulu pemohon; 

Bahwa termohon adalah isteri pemohon, dari hasil perkawinan tersebut 

dilahirkan 4 orang anak yaitu ;  

1  Eko Priyono Martosoetjipto lahir di Semarang tanggal 18 April 1975; 

2. Mellani Martosoetjipto lahi di Semarang tanggal 15 Mei 1976; 

3. Ronald Martosoetjipto lahir di Semarang tanggal 1 Januari 1978; 

4. Like Martosoetjpto lahir di Semarang langgel 17 April 1979. 

Bawa sampal saat diajukannya permohonan ini keempat anak tersebut 

semuanya masih dibarah umnur sehingga masih memerlukan perawatan / 

pendidikan/ asuhan/ pengawasan dart kedua orang tuanya; 

Bahwa ikatan perkawinan pomnohon dan termnohon telah putus karena 

porceraian tanggal 23 Agustus 1983 disebablan ketidak cocokan sehingga 

menimbulkan percekcokan terus menerus yang tak mungkin dirukunkan kembali. 

Putusan tersebut telah mernpunyal kekuatan pastl dan tetap dan telah 



mendapatkan akte peroraian dari Catatan Sipi Semarang tanggal 1 

September 1983 
Bahwa semenjak putusnya ikatan perkawinan tersebut, pemohon telah 

tinggal berumah sendiri di jalan Pandanaran No.122 Semarang dan termnohon 

bersama keompat anaknya tinggal di rumah tinggal harta perkawinan di Jalan 

Dr Cipto No.141 Semarang; 
Bahwa termohon selalu menjauhkan hubungan batin keempat anaknya 

tersebut dari kasih sayang ayahnya (pemohon) dan berusaha menladakan 

identitas pemohon selaku ayah dari keempat anaknya tersebut dan bahkan 

selalu berusaha menghalang-halangi kedatangan pemohon di rumah Jalan Dr 

Cipto 141 Semarang kalau pemohon merasa kangen untuk menengok anaknya 

tersebut ; 
Bahwa berdasarkan ha-hal tersebut pomohon morasa amat 

berkepentingan untuk mengajukan permnohonan perwalian tersebut dan 

menuntut agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan dengan penetapan 

sebagai berikut ; 

PRIMAIR: 

1, Mengabulkan permohonan pemohon; 

2. Menetapkan menurut hukum bahwa 4 (empat) orang anak, masing-masing 

bernama Eko Priyono Martosoetjlpto, Meliani Martosoetjipto, Ronald 

Martosoetjipto, dean like Martosoetjjpto, yang kesemuanya dilahirkan di 

Semarang adalah merupakan anak-anak syah yang dilahirkan dari 

perkawinan pemohon dan termohon ; 

3. Menetapkan ; menunjuk pemohon dan termohon bersama-sama sebagal 

wall yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap diri keempat anal 



yang masih belum dewasa terse but dietas, sampai keempat anak itu berusia 

18 tahun, dan dengan kewajiban merawat / mengasuh / mendidik keerpal 

anak itu dengan sebaik-baiknya, dongan semua alibat-akibatnya menuru 

hukum; 

Membebankan biaya-biayea permohonan ini masing-resing untuk separo 

bagian kepada pomohon dan termohon; 

SUBSIOAIR: 

Memberikan suatu penetapan lain yang oleh Pengadllan Negeri Semarang 

dianggap adill, layak dan patut; 

Biaya-biaya ronurut hulurn. 

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Semarang 

telah mengambil ketetapan, yang amarnya berbunyi sebagal berkut: 

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 

2. Menetapkan, monunjuk pemohon sebagai wall dari anal-anak yang 

bernama : Elo Prtyono Martosoetjipto dan Meliani Martosoetjipto, 

sedangkan termohon sebagai wall dart anal-anak yang bernam ; Ronald 

Martosoetjipto dan like Martosoetjpto; 

3. Monetapkan, agar anal-anak yang borname Eko Priyono Martosoetjipto dan 

Meliani Martosoeljipto harus diserahkan kepada pemohon oleh termohon 

4. Membebankan biaya-biaya permohonan tersebut kepada edua belah pihak 

masing-mnasing separo, yaitu masing-mnasing sebesar Rp, 5.412,50. 

Bahwa sesudah penetapan terakhir ini dibertahulan kopada kedus 

belah pihak pada tanggal 2 Mei 19834 kemudian oleh termohon diajukan 

permohonan untuk pemerilsaan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Mel 19834, 

permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang dibuat 



dan ditanda tangani oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 

Mei 1984 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 

tanggal 28 Mel 1984; 
Bahwa setelah itu oleh pemohon pada tanggal 29 Mei 1984 tolah 

diberitahu tentang memori kasasi dari termohon, diajukan jawaban mer1on 

kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadlilan Negeri Semarang pada tanggal 

12 Juni 1984; 

Menimbang, bahwa permnohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya 

yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalearn 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka 

oleh karona itu dapat diterima ; 
Menirbang, batwa keberatan-keber yang diajulcan oleh pemnohon 

kasasi dalam meomori kasasinya tersebut pada poioknya ialah' 

• Bahwa pemohon kasasi / termohon merasa tidak puas terhadap penetapan 

Pengadilan Negeni Semarang yang bersama-sama menunjuk pemnohon 
kasasi / termohon dengan termohon lasasi ditetapkan sebagal wali yang 
menjalankan kekuasaan orang tua terhadap keermnpat anaknya yang belurn 
dewasa tersebut, karena didalam kenyataannya keempat anak tersebut 

hingga kiri masih liut pemohon kasesi / termohon, 
2. Bahwa pemohon kasasi / termohon sangat berkeberatan untuk 

monyerahkan kedua orang anakonya yang berturut-turut bernama ; Eko 
Priyono Martosoetjipto dan Mellana Martosoetjpto kepads termohon Kasa9ll 
pemohon karena kenyataannya keempat anak tersebut waktu ditanya oloh 

Pengadilan memyatakan lebih senang ikut ibunya (termohon/pemohon 

kasasl) dan pernyataan tersebut diperkuat pula keterangan sakel Liem Ciok 



I 

Gwan dan Ny. Tan Tat No yang menerangkan bahwa sebagai kakak 

kandung termohon lasasi pemohon membenarkan setelah bercerai 

eemnpat anak tersebut ilut pemohon lasasi / termohon; 

3. Bahwa Pengadilan Nageri Semarang telah salah dalam memberikan 

kesimpulan tentang enyataan tersebut diatas denngen menyimnpulkan 

solah-olah anak tersebut ididike oleh ibunya / pemohon asasi / termnohon 

agar supaya menjauhi dan memnusuhi ayahnya / termnohon asas / 

pemohon dan andellata keslrpulan tersebut benar, mustahil termohon 

kasarsi/perohon telah mengajukan permohonan agar la oleh engadilan 

itetaplan dan ditunjuk bersarea- sarna dengan perohon kasssi / termnohon 

sebagal wali, padahal pada umumnya anal-anak yang masih dibawah umur 

lebih baik diasuh ibunya daripada oleh ayahnya, karena mereka mutlak 

masih membutuhian kasih sayang ibu yang konsisten seperti halnya kasus 

ini dan pada urnurnya seorang ayah labih memusat#an perhaiannya pada 

keadaan luar rumah, misalnya mencari uang usahanya untuk memenu hi 

kebutuhan hidup sehar-hart dan laronanya urang memnperhatikan soal 

mengasuh dan mendidik sehinngga arena itu mengasuh dan mendidik 

anal-anal pada kenyataannya sehar-hart selalu disorahkan pada sang ibu; 

4. Bahwa Pengadilan Negeni Semarang didalam memutuskan kasusu inl telal 

mengesampingkan setidak-tidaknya tidak mempetimbangkan seara 

mendalamn rengenai peristiwa tersebut dimnana peristiwa itu sangatlah 

relevant untuk menentukcan patut tidakrrya termohon kasas/ pemohon 

ditetapkan sobagai wali atas anal-anak tersebut. Bult! tersebut berupa 

sobelan surat kabar yang tidak pemnah dibantah oleh termohon kasasi/ 

pemohon, sehingga dengan perbuatannya tersebut telah mnengkhianati 



pemohon kasasi/ temmohon yang berarti tidak patut lagi untuk menjadi wall 

dari anal-anak tersebut; 

Menimbang mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d 4 bahwa kebertan­ 

keberatan dapat dibenaran, karena Judex facti telah salah menerapkan hukuf 

setidak-tidaknya tidak secara sempurna mempertimbangkan dalam 

penetapannya siapa dari orang tua itu untuk ditetapkan sobagal wali dari anak­ 

anak yang masih dibawah urnut ttu, dirnana pertimbangan-pertimbanganya 

pada pokoknya hanya menyatakan sudah tepat dan adil apabila sebagal 

onsekwensi dari perceraian tersebut, balk pemnohon maupun termohon masing­ 

masing dibebani tugas sebagai wali dari anak-anak tersebut, dengan 

memperhatikan jumlah anal-anak mereka ada 4 orang semuanya masih 

dibawah umur, dimana perinciannya terdiri dani 2 anak laki-lakl dan 2 anak 

perempuan, maka selayaknya apabila termohon sebagai seorang ibu 

dipercayakan sebagai wali anak nomor 3 dan 4 yaitu Ronald Martosoetjipto dan 

Like Martosoetjipto, sedangkan pemohon sebagai ayah diberi kepercayaan 

sebagai wali terhadap anak nomor 1 dan 2 yaitu Eko Priyono dan Meliani 

Martosoetjipto; 

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan 

pertimbangan Judex Facti tersebut, sebab anal-anak bukanlah semna cam "  

barang gono gini " yang harus dibagi rata tetapi sudah menjadi jurispredensi 

tetap bahwa untuk manentukan perwalian yang menjadi patokan ialah 

kepentingan si anak itu sendiri apakah akan lebih baik turut dan diasuh oleb 

ibunya atau ayahnya; 

Menimbang, bahwwa kenyataan anal-anak tersebut masih dibawah umur 

dan ini masih turut dan diasuh oleh pernohon kasasi sebagai ibu kandungnya, 



maka karena Mahkamah Agung menetapkan bahwa perwalian terhadap 

keempat anak tersebut harus diserahkan epada pemohon kasasi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal.-heal yang telah dipertimbangkan 

diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk 

mengabulkan permnohonan kasasi yang diajukan oleh pemnohon kasasl Lier 

Djoen Kian Nio tersebut dan untuk membatalkan penelapan Pengadilan Negerl 

Semarang tersebut sehingga Mahkamah Agung akan mengadill sendiri perkara 

ini yang amarnya saperl dibawah inl ; bahwa termohon lasasl sebagal pihak 

yang kalah harus membayar biaya perkara baik yang jatuh pada tingkat pertama 

maupun yang jatuh pada tingkat kasasi · MENGADILE; 

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Liem DJoen 

Klan Nio tersebut. 

Mengadili sendirt: 

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ; 

2. Menetapkan menurut hukumn bahwa keempat anak tersebut merupal.an 

anak sah yang dilahirkan dari perkawinannya pemohon dan termohon ; 

3. Mo n et a pka n  menunjuk termnohon sebagal wall dari keempat anal-anak 

tersebut diatas. 

4, Menolak permohonan yang lain dan selebihnya; 

Menghukum termohon kasasi/pemohon akan membayar sermnua biaya 

dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu 

rupiah); 

Demiianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung 

pada hari Kamis, tanggal 27 4uni 1985, dan ducapkan dalarm sidang terbuka hard 

Sabtu, tanggal 6 Juni 1985 



KasusC: 

DR. H. MA'AS MUSA DSA melawan NY, H. EVA BASYARUDIN 

DR. HMAS' AD MUSA DSA, umur 47 tahun, agema slam pekerjaan / 
jabatan Kepala Dinas Pelayanan Medis Rumah sakit Krakatau Steel di Cilego, 
alamat asal Samang Raya no.76 Desa Kota Bumi, Kecamatan ulo Merak, Kolp 

Cilegon, Kabupaten Daerah Tingkat Ii Serang, dan alamat sementara seja 
tanggel 22 Juni 1992 di Hotel Abadi ALA,Yani,Serang, selarjutnya disebut sebagal 
pemnohon ;  melawan NY.H.ENA BASYARUDDIN, urur 41 tahun, agama Islarn 

pekerjaan tidak ada, alamat JI. Samang Raya no. 76, Desa Kota Bumi, Kecamatan 
Pulo Merak, Kotip Cilegon, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, selanjutnya 

disebut sebagai termohon, Dalamn heal ini Termnohon telah memberkan kuas3 

epada ; Ny. IM. Hindarsin Syafaruddin. DH Advokat beralamat di A. Wjaya 

Kebayoran Baru, Jakarta selatan, berdasarkan surat luasa tertangal 29 Oktober 

1992 
Seorang suami mengajukan permohonan untuk mengucaplan ikrar talak 

e Pengadilan Agama Serang setelah berumah tangga selama lebih kurang 
sepuluh tahun. Sebagai anggate KORPI si suami sudah memnperoleh ii 

atasannya. Malah pada waktu permohonan diajukan suarni istri ini sudah tidal 

tinggal bersama lagi selama lebin kurang 4 bulan Telah pula diminta bantuan 
melalui musyawarah adat / ninik mamek dan melalui dinas / Dharma Wanita untu 
mnenyelesaian tapi tidak berhasil 

Perkawinan ini tidak menghasilken aak akan tetapi mereka tel.ah 

mengangkat anak yang benumur satu setengeh tatun. Suari rnengaKu 
memnpunyal harta bersama dengan istrinya, akan tetapi dbagi setelah pereralan 
Oleh karena itu ia cuma mohon untuk dikcaboulken Menetaplan mengijin#an 
kepada pemohon untuk mengucapikcan rar talak terhadap pemohon 



lstri mengatakan kaget dengan niat suami yang tibe-t.ba ingin 

menceraikan setelah pulang hajj bersama. Suamilah yang meningalkan rumah 

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian tidak dapat 
dihandarkan lagi maka Termohon menuntut pula serta merta mengenai halnya 

akibat peroeraian yairtu uang iidah Rp 2.2530.000,- (Dua juta dua ratus lima pututh 

ribu rupiah), uang mut'ah Ro, 45.000.000, (Empat puluh lira juta rupiah ) 

pengangiatan wali alas adopsi anak yang mash di bawah umur untuk diserahkan 

pemeliharaan dan pendidikannya kepada termohon, biaya pereliharaan anal 

Rp.750.000,- (Tujuh ratus lira putuh ribu rupiah) sampai menikah lagi, dan 

pemisahan harta bersama 

Termohon keberatan dengan dalil suarinya untuk mnemisahkan perkara 

perceraian ini dengan pembagian harta bersarmna sarmnbid menunjuk hasil ketentuan 

pada pasal 86 ayat (1) UU No.7 tatun 1989. Malahan Termohon minta agar 

tuntutannya terjamin, maka agar ditetapken uang peksa (dwangsom )sebesar Rp 

1.000.00O,- (Satu [uta rupiah) setiap hari Pemohon lalai melaksanakan isl 

putusan, Termohon menurjuk pula ketentuan pesal 24 ayat (2) hurut a dan hurut c 

Peraturan Pererintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 / 1974 

sehingga agar selama berlangsungya perkara perceraian memerintahkan 

kepada pemohon untuk tetap memberkan nafkah sebesat RD 1,500.000,- (Satu 

juta lima ratus nibu rupiah) perbulean 
Termohon memninta pula agar Pengadilan Agarna meletakkan sita marital 

(marital beslag) atas harta bersama dermni urtuk terpeliharanrya harta bersara 

terebut. Untuk kesemuarya tu, Termohon mengajukan permnohonan 



Analisis Kasus C 

Setelah duduk perkara di alas dapat dltarik dua perasalahan, yail 

tentang perohonan Permohon (Dr.Ma'ad Musa) untuk menguapkan ikrar talak 
terhadap Tormohon (istrinya) Ny. Eve Basyeruddin, dean tentang gugatan 

termohon (Ny. Eva Basyaruddin) mengenai haknya akibat hukum dari perceraian 
yang meliputi uang nafkah, mesa lddah, uang mut'ah, pengangkatan wall ates 
anak adopsl yang masih dibawah umur, dan pembagian harta bersama yat1 

didapati selama perkawinan. Tentang masalah pertara, yaitu permohonan 

Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinye, kelihatan dapat 

dipecahkan secara mulus dengan keputusan Pengadilan Agama Serang 
No.339/PT$/92/93/PA yang menetaplan mengijinkan kepada Pemohon untuk 
mengucapkan ikrar talak terhadap Terohon (Ny.Eva Basyaruddin) di depan 

sidang Pengadilan Agama Serang pada waktuya.Tinggal lagi permasalahannya 
tentang hal kedua yaitu mengenai hak isti (Termohon) sebagai akibeat dari 
terjadinya perceralan, dan dari beberapa hal yang menyangkut dengan masalahT 
ini, yang akan kita soroli berikutnya adalah tentang pembagian harta bersanna 

(gono-gin). 
Dalarm duduk perkara yang telah kita sebutkan terdahulu jelas kelihatan 

bahwa pihak Pemohon (r Mas'ad Musa) mengakul adanya harta bersama, akan 
tetapi ia monghendaki agar penyelesaiannyea bukan sekaligus bersarna putusan 

ijin mengucapkan ikrar talak, tetapi secara terpisah, setelah benar - benar 

dijatuhkan.Sedangkan pihak Termohon (Ny. Eva Basyaruddin) berkeberatan 
atas pemnisahan putusan penyelesaian harta bersama tersebut dengan putusan 
ijin meniatuhkan talak, Termohon monuntut, bilamana perceraian tida dapal 

dielakkan lagi, maka masalah harta bersarma harts sekaligus diselesaian 



« a . ma. o »a rm ""  
putusannya No.339/PT$/9293PA.SR telah menetaplan menghukum dan 

memerintahkan kepada tergugat (Dr.Mas'ad Musa) untuk membagi dan 

momberikan harta gono-gini 50% bagian untuk penggugat @ly. Eva 

Basyaruddin) dan 50% bagian untuk terggat (dr. Mas'ad Musa) dan setelah 

naik banding, putusan tersebut dibatallan oleh Pengadilan Tinggi Agaa 

Bandung dengan pertimbangan bahwa faktual ikrar talak" oleh Tergugat dalam 

rokonvensi (dr. Mas'ad Musa) terhadap Penggugat dalam rekonvensi (Ny. Eva 

Basye uddin) belum diucaplan, male st ara hukum perceralan belum terjadi, 

arena menurut Pengadian Tinggi gama, hak gugat Penggugat dalam 

rekonvensi tersebut belumlah saatnya sehingga haruslah dikesampingkan dan 

gugatan tersebut dapat dajukan tersendind apabila porceralan talaknya secara 

hukumn telah jatuh, yakni setelah putusan / penetapan ijin ikrar talaknya tolah 

mempunyai keiuatan hulumn tetap dan sidang ponyalsian ikrar talaknya telah 

telah dilakukan.Dan setelah pihak Penggugat dalam rekonvensi (Ny.Eva 

Basyaruddin) mengajukan keputusan kasasi, kepulusan Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya 

No.41K/AG/1994 dengan menetaplan menghukum dr.Mas'ad Musa untuik 

mnembagi dan memberian harta gono-gini 50% bagian untuk Ny. Eva 

Basyaruddin, dan 50 % lagl untuk dr.Mas'ad Musa sendiri. 

Dari kenyataan diatas kelihatan bahwa permasalahannya berkisar tentang 

apan waktunya harta bersama harts ditentukan pombagiannya, at.au apan 

walturya pihak istri berhak mengajukan tuntutannya mengenal haknya sebagai 

akibat perceraian. Dani kenyataan itu pula diketahui ada yang berpendapat tidak 

perlu menunggu terjadinya porooraian seperti telad bulat suarni dean putosan ijin 
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cerai dan pihak yang menentukan.Marsing-masing pihak telah mengemukakan 

alarsan-alasanya. Sekedar mernperaya wawasan Figih kita bersara, berikut 

penulis akan renyoroti permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum fiqih 

dari iteratur-literatur yang sempat terjangkau. 

Peraran talak dalam hukum figih berbeda menurut macamnya. Talak bain 

shugra bila belas suami hendak kembali kepada belas istrinya itu tidak cukup 

dengan hanya pernyatan rujuk dan tidal pula dapat dinikahkan kemball kecual 

apabila pernikahan itu dialkukan setelah belas istrinya itu menikah dengan 

orang lain dan kerudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa 

iddahnya. Ketentuan-ketertuan ketat dialas mongisyaratlcan bahwa hubungan 

pernikahan sudah berakhir sama selali dengan terjadinya talak ba'in. Oleh 

sebab itu isti yang telah ditalak ba'in statusnya telah berubah menjadi wanita 

lain dengan sogala ketentuannya. Bilamana terjadi hubungan intim dengan 

poremnpuan ltu berarti terjadi perbuatan zina. Dalam hal ini adanya iddah bukan 

dimaksudkan sebagai peluang untuk rujuk kerbali, tetapi ada meksud selain 

daripada ltu. Oleh karena tidak diharaplan alan rujuk kembdi, siapa yang 

berhak terhadap anal-anak dan ketentan nafkahrya sudah langsung dapat 

ditentukan. Lain halnya dengan talak raj'i. Karena dengan talak raj'i bukan berarti 

hubungan pernikahan telah putus sama sekali Talak raj'i sifatnya mendelati sifat 

suatu perngatan pertama atau peringatan kedua bagi hubungan suaml istrd. 

Dalam jarak waktu tertentu kedua belah pihak diberi kesempatan untuk ber pikit 

lebih dalarmn dan matang. Marsing-masing hendaldah merenungi dirinya secara 

baik dan kritis sambit mengoreksi diri serta mengingat Jasa-Jasa baik teman 

hidupnya itu. Jadi,masa iddah pada talak raj'i berbeda fungsinya dengan masa 

iddah pada talk ba'in. Pada talak raj'i mesa iddah disarnping tujuan lainnye, 



dimaksudkan untuk memberi kesempatan opada suami istri untuk berpikir lebih 

dalam dan bertanya kepada hati nurani masing-mnasing apakah benar-benar 

sudah tidak lagi butuh untuk bersatu kembali, atau sebenarnya hati kecllnya 

masih mencintainya, sedang«an perceraian itu hanya karena gejolak emoil 

sementara belaka, renungan seperti ini dilakukan ketika gejolak emosi telah 

tenang dan reda sehingga masing-masing mampu menerukan kata hatinya 

yang asli dan jernih. Demikianlah idealrya adanya iddah pada talak raj'i. Untuk 

mendukung upaya agar bersatu kembali, dalam hukum fiqlh dirumuska 

ketentuan yang bisa menciptakan suasana yang ugkin memperlunak dan 

memperdingin suhu emosi.dalamn konteks inilah dipahami keterangan Imarn 

Nawawi dalam kitabnya A-Majmnu' yang setelah menjelaskan kewajlban suami 

untuk menafkahi istrinya yang dalam iddah menogaskan bahwa ; "JIka 

perempuan itu di talak raj'i berarti ia masih terbilang sebagai istri yang masih 

saling mewarisi, raj'i berarti ia masih terbilang sebagai istri yang masih saling 

mewarisi, dan bertempat tinggal di tempat yang layak dan dikehendaki oleh 

suaminya itu. Disamping itu,stri yang dalam iddah raj'i itu tidak boleh keluar 

tanpa ada izin dari suaminya. 

Dari beberapa hal yang kita sebutan di atas jelas dapat dipahami bah«a 

wanita yang dalam iddah talak raj'imneslipun tidak sepenuhnya,dalam beberapa 

hal masih berstatus sebagal seorang istni. Seseorang haram hukumnya 

bersenggama dengan istrinya yang dalam iddah talak raj'i, namun bila hal itu 

dilakukannya itu tidak dianggap zina maskipun berdosa. Adanya ketentuan­ 

ketentuan seperti itu mengisyaratkan bahwa hubungan pernikahan belum 

terputus sepenuhnya dengan jatuhnya talak raj'i dan diharapkan pada masa 

tunggu itu kedua belah pihak akan menyadari kebutuhannya untuk bersatu. Agar 



hubungan antara suami dan istri yang dalarm iddah talak raj'i itu tidak bertam0ah 
jarak atau renggang, maka permasalahan siapa yang lebih berhak terhadap 
anak-anak mereka belum layak dibicarakan apalagi diperkaralan pada maa 

iddah. Karena,adanya anak-anak sebagal cahaya mata akan melunakkan hall 

dan membujuk perasaan untuk kernbali hidup bersarna. 

Keterangan ringkas diatas bila kita hubungkan dengan permasalahan 
yang sedang dikaj yaitu kapan harta bersama selayaknya dibagi dapa 
disimpulkan bahwa pada talak ba'in harta bersama layak ditentukan 
pembagiannya setelah terjadi atau pasti akan terjadi pereraian. Adapun pad@ 

talak raj' sesuai dengan hikmah adanya iddah talak raj'i, maka harta borsama 

solayaknya baru dibagi setelah secara pasti tidak akan bersatu kembali, yaitu 

setelah habisnya iddah. Adapun membagi harta ketika terjadinya talak, bisa 

membuat ubungan lebih renggang dan memperkecil kemungkinan bersat 

kambali. 

Anak Adopsl 
Terhadap gugatan Termohon mengenai anak angkat, Pengadilan Agama 

Serang dengan pertimbangan, bahwa yang dimaksud adalah pemeliharaan buat 

anak angkat(adopsi),bukan untuk anak kandung yang dilahirkan oleh suamni isl 

antara penggugat dalarm rekorvensi, sesual yang diatur delam pasal 98 sampal 

dengan pasal 106 Kompilasi Hukum lslam maka oleh karenanya tidak dapat 

diterima.Terhadap hal tersebut Mahkamah Agung selanjutnya,morupakan rasio 

logis pula dari Kompilasi Hukum lslam mengenai hak anak angkat alas sebagian 

harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena itu ayah angkat 1et89 

berkevwajiban untuk memberikan nafkah epada anak anglatnya meskipun telah 



bercerai dengan ibu angiatnya sebagai akibat hulurn akad yang melahirkan 

hokum lembaga anal angat terse but. 

Dengan pertimbangan seperti ltu akhirnya Mahkamah Agung 

mnemutuskan ; Menetaplan anak adopsi (angloat) untuk mas.ih dlbawah urur 

bernomna PS, (1,5 tahun) dierahlan pereliharaannye dan pendidilannya 

kepada penggugat rekonpensi • Amar tersebut masih diiluti oleh menghukum 

mombayar biaya perawatan dan pendidikan tersebut sebesar 1/3 (sepertiga) dari 

gaji yang diterima tergugat rekonpensl setlap bulannya. 



BAB IV 

P E N U T U P  

Sebagal bab yang terakhir, maka pada bab IV ini penufis hendak 

memberikan suatu kesimpulan dani apa yang menjadi pokok masalah pada bab 

sebelumnya berdasaran apa yang ada pada penelitian, dan kemudian penuis 

uraikan saran-sarannya 

A, Kesimpulan. 

Berdasarkan masala-masalah yang dikerukakan sebelunnya dapatlah 

diamnbil kesimpulan sebagai berikut 

1,Putusan penetapan wali terhadap anak di bawah umur akibat perceraian 

orang tuanya adalah sebagai berikut : anak yang belum dewasa berhak 

mendapatkan hadhanah dari iburya kecuali bila ibunya telah meninggal 

dunia maka, kedudukannya digantlkan oleh 

Wanita, dalarn garis lurus ke atas dari ibu. 

Ayah 

Wanita ,dalam garis lurus ke atas dani ayah. 

Saudara perempuan dari anak yang bersangiutan. 

Wanita; kerabat sedarah menurut garis samping da ibu. 

Wanita,kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah 

Yang berhak mengasuh dan merawat anak di bawah umur adalah ibunya 

dan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah 

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan 

dapat mengurus diri sendid (21 tahun). 



2.Putusan penetapan wali terhadap anak sudah dewasa akibat perceravan 

orang tuanya adalah sebagai berkut: anak yang sudah dewasa ia berhak 

memilih untuk mendapatkan hadhanah dan ayah atau lbunya dan dalam 

perceraian tersebut anak sudah dewasa juga berhak untuk memilih ikut 

bunya atau ayahnya, karena anak yang sudah dewasa (21 tahun) sudah 

dapat mengurus dirinya sendiri 

3. Status anak angkat bila orang tua angkatrya melakukan perceraian 

adalah sebagai berikut: anak angkat (adopsi) yang masih di bawah urur 

apabila orang tua angkatnya melakukan perceraian maka tentang 

pemeliharaannya dan pendidikanrya diserahkan kepada ibu angiatnya 

dan yang membayar bi@ya perawatan dan pendidikan anak angkat 

tersebut adalah ayah angatrya sebesar 13 (sepertiga) dari gal yang 

diterima setiap bulannya. 

4. Pertimbangan huum suatu putusan terhadap penetapan wali terhadap 

anak akibat perceraian orang tuarya adalah sebagai berkut 

a. Untuk anak di bawah umur yaitu ditetapkan atas pemeliharaannya 

dan pendidikannya oleh ibunya dengan pertimbangan hukum, sebab 

anak-anak bukanlah semacam barang gono-ginil' tetapi sudah menjadi 

jurisprudensi tetap bahwa untuk menentukan perwalian yang menja.di 

patokan ialah kepentingan si anak itu sendiri apakah akan lebih baik 

turut dan diasuh oleh ibunya atau ayahnya dan anak yang dibawah 

urmur masih membutuhkan kasih sayang dani seorang ibu maka karena 

itu Mahkamah Agung menetapkan bahwa perwalian terhadap anak di 

bawah umur tersebut harus diserahkan kepada ibunya 



b. Urtuk anak yang sudah dewasa yaitu setelah perceraian kedua orang 

tuanya tersebut mempunyai kekuatan yang past maka hakimn 

Pengadilan Agama menetapkan wali bagi anak dan hakim bisa 

mengangkat si ayah atau si ibu untuk menjadi wali, kecuali apab#la 

kedua orang tuanya telah dibebaskan atau dipecat dant kekuas88n 

orang tua. Dalam penunjukan wali, hakim bebas menentukan siapakah 

diantara kedua orang tua yang akan ditetapkan sebagai wall asal saj8 

mongingat kepentingan anak pada siapa akan lobin terjamin, 

dikarenakan anak bukanlah semacam "barang gono-gin' tetapi sudah 

menjadi jurisprudensi tetap bahwa untuk menentukan perwalian yang 

mnenjadi patokan ialah kepentingan si anak itu sendiri apakah akan 

lebih baik turut dan lasuh oleh ibunya atau ayahnya. Dengan 

pertimbangan-pertimbangan seperti itu, maka anak yang sudat 

dewasa (21 tahun) berhak untuk mermifih ikut ibunya atau ayahnya, 

karena anak yang sudah dewasa dapat mengurus dirinya sendiri dan 

sudah dapat menentukan jalan yang terbaik bagi dirinya. Pengadilan 

dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 

jumlah biaya untuk pereliharaan dan pendidikan anak-anak yang Adak 

turut padanya 

Untuk status anak angkat (adopsi) yaitu; bahwa yang dimaksud adalah 

pemelliharaan buat anak angkat (adopsi), bukan untuk anak kandung 

yang dilahirkan oleh suarni isteri sesuai yang diatur dalam pasal 98 

sampai dengan pasal 106 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap hal 

tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya lembag@a 

pengangkatan anak yang bertujuan untuk kesejahteraan anal 



I 

Pandangan ini merupakan rasic logis pula dani Kompilasi Hulum Islam 

mengenai hak anak angkat atas sebagian harta peninggalan orang tua 

angkatnya. Olen karena itu ayah angkat tetap berkewajban untuk 

membenikan nafkah kepada anaik angkatrya meskipun telah berceral 

dengan ibu angkatnya sebagai akitat huum akad yang melahirkan 

lembaga anak angkat tersebut Dengan perimbangan seperti itu 

akhirnya Mahkamah Agung memutuskan, menetapkan anak angiat 

(adopsi) untuk yang masih dbawah urmnur diserahkan permeliharaannya 

dan pendidikannya kepada ibu angkatnya. Kemudian yang membayar 

biaya perawatan an pendidikan anak angkat tersebut adalah ayah 

angkatnya sebesar 1/3 (sepertiga) dani gaj yang diterima setiap 

bu'annya 

B. Saran-saran 

1. Seorang yang memangku perwalian adalah sama dengan melakukan 

perbuatan yang terpuj dan sangat disukai oleh Allah SWT, maka dar 

tu bagi seseorang yang memangku sebagai wall kerjakaniah 

perbuatan tersebut dengan tutus ikhlas dan penuh dengan tanggung 

jawab sehingga hal yang terpuj tersebut tidak menijad suatu 

perbuatan yang dimurkai oleh-Nya, karena tidak menjalankan tugas 

perwaliannya dengan baik 

2. Mengingat peraturan yang mengatur tentang tugas-tugas Bala Hart 

Peninggalan kebanyakan bersumber pada waktu zaman penjajahan, 

dengan demikian peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan 

alam kemerdekaan. Karena masyarakat kurang membutuhkan adanya 



Balai Harta Peninggalan. Maka peraturan yang menyangut Balal 

Harta Peninggalan seyogyanya periu untuk ditinjau kembali dan 

disesuaikan engan alam kemerdekaan sekarang ind. 

3. Mengingat bahwa pada waktu sekarang ini edudukan Balai Harta 

Peninggalan kurang dikenal oleh masyarakat, karena memang harya 

berlaku untuk sebagian kecil dari seluruh mesyarakat Indonesia dan 

dari sekian banyak tugas Balal yang masih dilaksanakan dalam 

praktek hanya tinggal sebagian saja. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat kurang membutuhkan adanya Balal Harta Peninggalen 



• 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdulkadir Muhammad SH, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Bandung. 

Chidir Al,, 1982, Hukum Keluarga, Tarsito, Bandung. 

Kuntjoroningkrat, 1981, Metoe-metode peneitian Masyarakat, PT Gramedia, 
Jakarta 

Lili Rasjii, Drs.SH, 1983, Alasan Perceraian Menurut U.U.No.1 Tahun 74 
Tentang Perkawinan,Bandung. 

Mulyana W.Kusumah,SH, 1983, Hukum dan Hak - hak Anak, Jakarta. 

Fiteahid Patik, SH, 1982, Asag Iktikad baik dan Kepatuhan dalam 
Perjanjian, Fak.Hukum UNDIP 

Proyek Pengadaan Kitab suci A!-Qu'ran Departemen Agama FRI, 1982/1983, Al­ 
Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, 

R.Soetojo Prawiromidi0jo, SH dan Asis Safisedin,SH, 1982, Hukum Orang dan 
Keluarga, Alumni, Bandung. 

Soedaryo Soimin, 1992, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta. 

Sodrjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, 
e Indonesia, Jakarta 

Sutnisno Hadi, Drs, Prot, MA, 1982, Metodologi Research jilid 
Psikologi Universitas Gajan Mada, Yogyakarta 

Subekti, SH.,Prof, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. 

Sn Wdowati Wireatmoko Soekito, 1986, Anak dan Waita d2lam Hukumn, 
Jakarta. 

Universitas 

1, Faultas 



P R O P O S A L  

MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENETAPAN WALI 
TERHADAP ANAK-ANAK AKIBAT PERCERAIAN 

ORANG TUANYA 

Disusun olch 

B U D I Y O N O  

NIM 03.93.3766 
NIRM.93.6.101.01000.50031 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 
2000 



USULAN RANCANGAN PENELITIAN 

I. Judut Skripsi MASALAH YANG TIMBUL DALAM 

I. Polaksana Penelitian 

a Nara Mahasiswa 

b NIM 

c NI 

d Jumlah SKS yang 

telah dicapal 

e Dosen Wall 

Ill. Pembimbing Skripsi 

PENETAPAN WALI TERHADAP ANAK-ANAK 

AKIBAT PERCERAIN ORANG TUANYA. 

BUDIYONO 

03.93.3706 

936.10101000.50031 

153 

SOEYONO, SH 

ACHMAD KHI'SNI, SH,MH 

IV. Ruang Lingkup/ Bidang Jurusan ' 

1. Ruarg lingkup penelitian ini adalah berisar dalam ruang lingup 

Hukum Perdata Adat sebagai disipllin imu Pengetahuan 

2. Cara pondekatan terhadap masalah yang dirumuskan dilakukan secara 

pendekatan yunidis murni atau peneltian hukum yang normmatit. 

3.Penelitian ini merupakan tinjauan tentang masalah yanng timbul dalam 

perceraian orang tuanya 

V. Latar Belakang Penelitlan 

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua peraturan yang ada 

di dalam masyarakat ada hukum yang mengaturnya. Dani semua peraturan 



perkawinan yaitu diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 

1974, Tujuan dan perkawnan adalah untuk mencapai keluarga yang 

bahagia dan sejahtera, tetapi seperti kita ketahui didalamn perkawinan tidal 

semua keluarga hidup rukun antara suami-istri Di dalam rumah tangga tu 

past ada konflik konflik keluarga khususnya konttik antara suari dan isten 

Dari konfik-konfhi tersebut perkawinan yang sudah sekian tahun dijala0 

bisa menimbulkan perceraian antara suani dan isteni, bila perceraian 

terjadi maka status anak dan suami-isteri tersebut harus mempunyai wall 

Dari masalah perwalian seorang wali yang melakukan tugas 

menye.enggarakan kepentingan anak yang berada dibawah perwaliannya 

harus benar-benar memperhatikan segala kepentingan anak, agar dalam 

perwalian tersetut dapat merasakan cinta kasih dan terindungi 

sebagaimana lazimnya apabila hal itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri. 

Dengan demikian wali dalam menjalankan tugasnya membimbing, 

mnemelihara dan menyelenggarakan kepentingan anak harus mempunyai 

itikad baik, agar supaya alam perwaliannya dalam segala kepertuan anak 

menjadi haknya terpenuhi. 
Perwalian bila ditinjau dari sudut keagamaan adalah perbuatan 

membantu yang sangat terpuij dan disukai Allah karena perwalian yang 

ala merupakan perbuatan yang selalu dianijurkan dan bahkan ada yang 

diwajibkan dalam ajaranNya seperti disebutkan dalam AL-Qur'an Surat Al­ 

Maiah sebagal berikut : 

Dan banzu membantulah (tolong men0long) kamu dalam mengerjakan 
kebajkan dan bertaqwalah dan janganian bantu membantu dalam berbuat 



dosa dan pelanggaran. Den bertaqwalah karu kepada Allah, 
sosungguhnya allah amat berat siksanya." 

rot. Subekti, SH merumuskan perwalian setbagai berikut: 

Perwalian adalah penagwasan terthadap anak dibawah urnur yang tidak 

berada dibawah Kekuasaan oranng tua serta penguasaan benda atau 
kekayaan anak tersebut diatur Undang-undang." 

Dalam penunjukan wal itu haiim betas menertukan siapakah 

yang menjadi walt yang akan menjadi war asal saja mengingat kepetingan 

anak kepaa siapa akan lebih terjamin Dalam ha! ii tdak ada keharusan 

untuk menyerahkan kepada sesorang yang ditunjuk menjadi wali. 

Begitu pentngnya peranan wali terhadap anal-anakx maka dari latar 

belakang tersebut penulis memihh judul dalam penulisan skripsi ini 

Masalan Yang TumbuI Dalam Penetapan \Wal terhadap anal-anak akibat 

perceraian orang tuanya 

VI. Permasalaham 

Dari permasalahan pokok dalam masalah yang timbul dalam 

penetapan wali terhadap anak-anak akibat perceraian orang tuanya 

sebagai benkut 

1 Bagaimana putusan dalam penetapan wall terhadap anak dibawah 

umur akibat perceraian orang tuanya 2 

2 agaimana pulusan dalam penetapan wali terhadap anal yang sudah 

dewasa akibat perceraian orang tuanya 7 

3. Bagaimana status anak angkat bila orang tuanya angkat meiakukan 

perceraian ? 

" proye Pengacdaan K#tab Suci -Qr'an Departemen Agame FRI Al-Cur'an dan 
Terjematoya, Jakarta 1982/1983 halaman 157. 

Subekti HS, Poko-pokok Hukmn Per(data pr intermnasa, Jakarta, 1980, hal.44 
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4 Bagaimana pert mbargan hukum dalam suatu putusan terhadap 

penetapan wa terhadap anak akibat perceraian orang tuanya ? 

VII, Penelaahan Studi Kepustakaan 

Subekti,SH daam bukunya pokok.-pokok Hukum Perdata halaman 44 

mengemukakan perwalian adalah pengawasan terhadap anak di 

bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua sorta 

pengrusakan terhadap benda atau ekayaan anak tersobut diatuf 

undang-undang 

2 Prof.Subekti alam bukunya Hukum Orang dan Keluarga halaman 0O 

karangan Soedaryo mengemukakan perwalian adalah berasal dart 

ata wali yang mempunyai arti orang lain selau pengganti orang tua 

yang menurut hukurm diwajibkan mewakili anak yang belurm dewasa 

atau belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum. 

3. R.Soetojo Prawirohamid1ojo,SH. dalam bukunya Hukum Orang dan 

Keluarga ha'aman 140 menentukan bahwa sesudah keputu$an 

perceraian ditetapkan an setelah mendengar pendapat serta pikiran 

dart para eluarga sedarah dan semenda dari anak yang belum 

dewasa tersebut maka pengaditan memutuskan terhadap tiap-tiap 

anak itu siapa diantara orang tua yang akan melakukan perwalian atas 

aak tersebut dengan mengingat apakah mereka itu mash 

mempunyai kekuasaan orang tua, (kalau sudah dihentikan / 

dibebaskan atau dicabut,maka tidaklah menjadi wall) 



Dattar Keoustakan Sementara 

1 Sabe<i,SH ; okOk Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 

1980 Halaman 44 

2 Soedaryo Soirin Hukum Orang Dan Keluarga, Jakarta 1992 

Halaman 60 

3. R.Soeojo Prawirohamijojo,Si, Hukum Orang Dan Keluarga, Alumni, 

Bandung,1982 halaman 140 

VIII, Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengetahui putusan dalam penetapan wali terhadap anak 

dioawah umur akibat perceraian orang tuanya. 

2. Untuk mengetahui putusan dalam penetapan wali terhadap anak yang 

sudah dewasa akibat perceraian orang tuan1ya. 

3. Untu« mengetahui status anak angkat bila orang tua angikatnya 

rnelakukan perceraran 

4. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam suatu putusan terhadap 

penetapan wali terhadap anak aiibat perceraian orang tua0ya 

IX. Kegunaan enelitian 

1 Untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk 

merenuhi dan mencapai gelar atau untuk menyelesaikan tingkat 

sarjana lengkao dalam imu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

2 Untuk mengetahui an menggambarkan sejauhmana penetapan wall 

terhadap anak-anak akibat perceraian orang tuanya 
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3. 'Jntuk merperoleh gambaran secara jelas mengenai masalah­ 

masalah yang timbul sehubungan dengan penetapan wal terhadap 

ana-anal yang belum dewasa 

4 Untuk memperoleh gambaran yang jelas sehubungan dengan 

penetapan wali terhadap anak yang sudah dewasa 

5 Untuk memperoleh gambaran secara jelas sehubungan dengan 

penetapan wa.i terhadap anak angkat 

6. Untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai perwalian a#bat 

perceraran 

X. Metodologi 

1 Metode Pondeatan 

Metoge Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode 

Pendekatan yunidis normatif yaitu penelitian yang menekankan pa0a 

lmu nukum,tetapi disamping itu juga benusaha menelaah kaidal­ 

kaiah hukum yang bertaku dalam masyarakat 

2 Spesifikasi Pe nelitian 
Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah yang bersfat 

diskrftif, karena hanya akan menggambarkan obyek-obyek yang 

menjadi permasalahannya dan dimaksudkan agar lebih mengetahul 

bekerjanya hukum di dalam masyarakat serta tujuan untuk untuk 

melukiskan kenyataan-kenyataan yang a0a 
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3. Populasi 

Yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan 

Agama yang pemah memutuskan perkara mengenai penetapan wall 

alibat perceraan orang tua 

4 Lokasi Penelitan 

enei tian dilaktkan di engadilan Agama di daerah Kudus 

a. Metode library research 

Metode iorary research merupakan metode untuk mendapatan 

data yang bersifat pandangan teoni, yatu penulis membaca buku­ 

buku karangan sarjana-sarjana hukum dan peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang ada hubunganrya dengan masala/ 

perwalian serta penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan 

haim yang telah mempunyai ekuatan huum yang tetap, 

emudian mengambit kesimpulan, kumpulan dani kesimpulan itulah 

dkumpulkan ke dalam suatu catatan yang disebut catatan data 

epustakaan 

b. Melode interview research 

Metode interview research merupakan metode pengumpulan data 

dengan cara, penulis berhadapan muka langsung dengan informan 

dan untuk berwawancara dengan mak.sud agar memperoleh 

informan an penijelasan Informasi dan penjelasan dart Informar 

kemudian dicatat ke dalam suatu catatan data-data wawan1car a 

c. Metode questionaire research 

Metode questionaire research menupakan metode penelitian 

pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan untuk 
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dijawab oleh pengadilan agama. Dengan cara ini akan diperoleh 

jawaban yang lebih teliti, sebab si penjawab mendapatkan 

esempatan yang lebih lama atau panjang untuk mempersiapkan 

awaban terse but 

5 Cara Penyajyan Data 

Data-data yang telah teriumpul disajikan dalam bentuk uraian 

6. Metode Analisa 

Analisa dilakukan secara kuatitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti 

dan hasil aralisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi 

XI. Jadwat Waktu Penelitian 

Wakt yang dibutuhkan 

1 Persiapan 15 hari 

2 Pengumpulan data 15 hari 

3 Pengoiahan data 20 hard 

4 Analisa data 20 hart 

5 Penuisan laporan 20 hart 

Jumlah 90 har 

Mengetahui 
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AUSTAKSI 

Sop@jang perkawinan,anak-anak yang belum dewasa berada 

dibaah kekuasaan orang tua sekedar mereka ini tidak dibobaskan atau 

dipooat dari kekuasoan orang tua (ps 229 KUH Perdata).Dengan bubarnya 

perkawinan berakhirlah kekuasaan orang tua dan kekuasaan iu diganti 

dengan perwalian 

Perwallan adalah merupakan suatu pengawasan perellharaan dan 

pendidikan serta pengurusan terhadap anak bolum dewasa yang tidak 

berada dibawah kekuasaan orang tua baik mengenai diri pribadi anak 

maupun terhadap harta kekeyaannya. Sebab-sebab torjadinya perwalian 

adalah apabila salahr seorang atau kedua orang tua anak meninggal dunia 

ataupun diantara kedua orang tua terjadi porceraian.Bogitu pula terhadap 

anak yang Ikahit diluat perkawwinan sah yang belum dewasa selalu berada 

dibawah perwalian maka perwalian dapat digolongkan menjadi tiga macam 

a Perwalian menurut huum 

b. Perwalian menurut surat wasiat yang dibuat si ayah atau si lbu 

¢. Perwalian menurut keputusan Hakim 

Dari peristiwa yang menimbulkan perwallan itu dapat diketahul 

siapakah yang dapat menjadi wali dalam terjadiryaporceraian itu, yailu ; 

a. Salah seorang dari orang tua meninggal dunia,maka yang menjadi 

wall adalah orang tua yang hidup 

b. Kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang menjadi wall 

adalah orang yang ditetapkan oleh Hakim ataupun mereka yang 

ditunjuk dalam surat wasiat yang dibuat oleh orang tua tersebut. 
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• Orang tua bercerai, maka yang ditunjk menjadi wall adalah 

seorang yang ditunjuk Hakim. 

d. Anak yang lahi dari perkawinan tidak sah maka yang menjadi wali 

adalh orang tua yang mengakul. 

Setelah perwalian ditetapkan maka seorang wall wajb membantu 

dattar inventaris harta kekeyaan anak belum dewasa yang berada di bawat 

perwaliannya. Wali harus monjalankan tugas dan kewajiban dengan balk dan 

seksama bagalkan orang tua mengurus anaknya sendiri. Penyalah gunaan 

kekuasaan sobagai wali akibat dari suatu sebab sehingga tidak mempunyal 

itikad baik sohingga menimbulkan korugian bagi anak belum dowasa maka 

terhadap wali tersebut dapat dipeoat dari kokuaaan sebagai wali sebagai 

wall. Dengan perceraian edua orang tuanya maka berakhirlah kekuasaan 

orang tua dan kekuasan itu diganti dongan porwalian.setelah perceraian 

kedua orang tuanya tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka 

hakimn Pengadilan Agama menetapkan wali bagi anak dan hakim hanya 

dapat mengangkat si ayah atau sl ibu untuk menjadi wall, kecuall apablla 

kedua orang tuanya telah di bebaskan atau dipecat dari kekuasan orang 

tua.Dalam ponunjukan wali, hakim bebas menentukan siapakah diantara 

kedua orang tua yang akan ditetapkan sebagai wali sah saja mengingat 

kepontingan anak pada siapa akan lebih terjamin 

Atas dasar alasan-alasan yang penulis kemikakan di ates di dalam 

penulis momilih judul skripsi, maka dengan mengadakan penelitian ltu 

mempunyai tujuan, 

1. Untuk mengetahul putusan dalam penotapan wall terhadap anak 

di bawah umur 
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2 Untuk mengetahui putusan dalam penetapan wali terhadap anak 

yang sudah dewasa akibat perceraian orang tuanya. 

3. Untuk mengetahui status anak angkat bila orang tua angkatnya 

melakukan perceraian. 

4. Untuk mengetahui perimbangan hukum dalamn suatu putusan 

terhadap penetapan wall terhadap anak alibat perceraian orang 

tuanya 

Di dalamn melaksanakan penelitian, Penulis menggunakan met0de 

penolitian hukurn yang normatif, merupakan penelitian kepustakaan, yaitu 

ponolitian torhadap data sokunder. Sadang yang dimaksud dangan data 

sekunder disini adalh sumber-sumber data yang diperoleh dari sualu 

peratuarn perundangan keputusan-keputusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat 

dari para sarjaa hukum Adapun deta-data sekunder yang sifatnya umum 

dalam penelitian ini penulis juga mempelajari keputusan Pengadilean agama 

yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dipiliih sebagal 

penelifian.sedang populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama 

yang pernah memurtuskan perkara penetapan wali akibat percoraian orang 

tua. Disamping itu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu 

bagaimnana implementasi dan aturan hulum sampai putusan Pengadilan 

Agama, Disamping meneliti data-data tersebut penulis juga mempelalard 

buku-buku karangan beberapa sarjana hukum yang membahas mengenai 

mnasalah pervwalian 
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Anak yang belum devwasa berhak mendapatkan headhanah dari ibunya 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maa kedudukannya digantikan 

olelt 

wanita; dalam garis lurus e atas dart ibu; 

ayah; 

Wanita , dalam garis lurus ke alas dan ayah ; 

Saudara perempuan dari anal yang bersangkutan; 

Wanita kerabst sedarah menurut garis samping dari ibu; 

Wanita; korabat sedarah menurut gar is samping dari ayah, 

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak monjadi tanggungan ayah 

menurut kerampuannya,sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan 

dapat mengurus diri sendiri (2 tahun), 

Bagi anak yang sudah dewasa, ia berhak untuk merilih untuk 

mnendapatkan hadhanah dan ayah atau dari ibunya dan dalam perceraian 

torsebut anak sudah dewasa juga berhak untuk memilih ikut ayahnya atau 

ikut ibunya 

Bagi anak angkat apabila kodua orang tua angkatnya melakukan 

perceraian, maka anak angkat tersebut diserahkan pemneliharaanya dan 

pendidikanrya kepada ibu angkatnya. 

Pengadian dapat pula dengan mengingat kernampuan ayahnya 

menetapkan jurlah bieya untuk permeliharaan dan pen@idikan anal-anak 

yang tidak turut padanya. 
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